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MEMUTUSKAN; 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. 

4. Peraturan Dacrah Kolaka Utara Nemer 1 Tahun 2024 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Dacrah kabupaten kolaka Utara Nomor 33); 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan kabupaten Bombana,Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten kolaka Utara di provinsi 
sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia., Tahun . 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

_ -sebagaimana fela:h. diubah beberapa kali terakhir 
_-/·,· .. ·:. - .;' - dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - 
Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
mcnjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pernungutan Pajak dan Retribusi Daerah; 

Menimbang 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRlOUSI DAERAH 

PERATURAN BUPATI KOLAl<A UTARA 
NOMOR 21 TAHUN 2024 

BUPATI I OLAKA UTARA 
PROVINSl SULAWESI TENOGARA 
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Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
1. Dacrah adalah Kabupatcn Kolnka Utarn. 
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utarn. 
3. Sadan Pcndapatan Daerah yang sclanjutnyn disingkat Bapenda adalah 

Perangkat Dacrah Kabupatcn Kolaka Utnra yang bcrtugas membantu 
Bupati dalam pengclolaan pajak dan rctribusi daerah. 

4. Dewan perwakilan rakyat dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah dewan pcrwakila rakyat dacrah kabupatcn Kolaka Utara. 

5. Kepala Bapenda adalah I<epaJa Bapenda Kabupaten Kolaka Utara. 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7. Perangkat Daerah - adalah unsur yang membantu Bupati dalam 
pen) elenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola rctribusi daerah 
sesuai dengan potensi dan kewenangannya. 

8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
mengelola retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya. 

9. Pajak yang selanjutnya disebut Pajak adaJah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langstmg-darr diguriakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kernakrnuran rakyat. 

1 O. Retribusi Daeralr-yang' selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai 'pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus 'disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 
12. Wajib Pajak adaJah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 

pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

13. Penanggung Pajak adaJah orang pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak 
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 

15. Wajib Retribusi adaJah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 

16. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang rnelakukan usaha rnaupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha rnilik daerah, 
atau baclan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

BAB I 
I<ETENTUAN UMUM 
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dirniliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan. 

18. Bumi adalnh permukaan Bumi yang meliputi tanah dan pcrairan 
pedalarnan. 

19. Bangunan ndalah konstruksi tcknik yang ditnnam atau dilckatkan 
secara tctap di atas permukaan Bumi dan di bawah pcrmukaan Bumi. 

20. Bea Pcrolchnn Hak atas Tnnah dan Bangunan yang sclanjutnya 
disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
Bangunan. 

21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, tcrmasuk 
hak pcngelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagairnana dimaksud 
dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan. 

22. Pajak Barang dan -Jasa ~ertentu yang-selanjutnya disingkat PBJT adalah 
Pajak y~ng .dihayarkan' oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 
dan/atau jasa tertentu. 

23. Makanan dan /atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, atau rnelalui pesanan oleh restoran. 

24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacarn 
peralatan listrik. 

25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan min um, kegiatan hiburan, 
dan/atau fasilitas lainnya. 

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir 
diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

27. Jasa Kcsenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan semua jcnis tontonan, pertunjukan, permainan, 
ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 

28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelcnggaraan reklarne. 
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umum 
terhadap sesuatu. 

30. Penyelenggaraan Rcklame adalah rangkaian kegiatan dan pcngaturan 
yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, 
pengendalian, pengawasan clan penertiban reklame dalarn rangka 
mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. 

31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan 
di bawah permukaan tanah. - 

33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak 
MSLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk 
dimanfaatkan. 

34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB 
adalah mineral bukan Iogam dan batuan sebagaimana dimaksud di 
dalarn peraturan perundangunclangan di bidang mineral dan batu bara. 

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengarnbilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
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36. Burung .Walet-' .. aa~Jah· ·satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 
collocalia 'fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia escunlanta, dan 
collocalia linchi. 

37. Nornor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah 
nomor yang dibcrikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pcngenal diri atau identitas Wnjib Pajak dalarn rnelaksanakan hak dan 
memenuhi kcwajiban perpajakan daerahnya. 

38. Nomor Objek Pajak yang selnnjutnya disingkat NOPD adalah nomor 
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi pcrpajakan 
dengan ketentuan tertentu. 

39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-ratn yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak 
atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau 
Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

41. Surat Pemberitahuan Pajak yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran Pajak, objck Pajak dan/atau bukan objek Pajak, 
dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

42. Surat Pendaftaran Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOPD 
adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan 
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda 

43. Surat Pemberitahuan Objck Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 
subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

44. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 
untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan Pajak yang mcnentukan besarnya jumlah pokok Pajak 
yang terutang. 

46. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 
yang terutang kepada Wajib Pajak. 

48. Surat Ketetapan Pajak. Kurang' Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat · ketetapan "Pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok Pijak/·· jumlah -kredit Pajak, jumlah kekurangan 
pernbayaran .pokok" Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
Pajak yangmasih harus dibayar. 

49. Surat· Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

-· -- 
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50. Surat I<etetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan Pajak yang mcncntukan jumlah pokok Pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit Pajak. 

51. Surat Ketetapan Pajak Lcbih Bayar yang sclanjutnya disingkat SKPDLB 
adalah surat ketetapan Pajak yang mcnentukan jumlah kelebihan 
pernbayaran Pajak karena jurnlah kredit Pajak lcbih besar daripada 
Pajak yang tcrutang atau seharusnya tidak terutnng. 

52. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ 
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, 

54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SPPT, SKPD, SKPDI<B, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau 
terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan .d~p penghitungannya serta kesesuaian antara 
surat pernberitahuan dengan SSPD. 

57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 
mernperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, 
membcritahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, mclaksanakan penyanderaan, dan mcnjual barang yang telah 
disita. . 

58. Penagihan Seketika .dan .Sckaligus -adalah tindakan Penagihan pajak 
yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak _kepada Penanggung Pajak tan pa 
menunggu tanggal jatuh, tempo pernbayaran yang meliputi seluruh utang 
Pajak.darisemila-jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. 

59. Utang Pajak-adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
adrninistratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum 
dafam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya ber<lasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

60. Surat Tcguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak 
atau utang Retribusi. 

61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya · 
Penagihan Pajak. 

62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang 
meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, 
penyitaan, dan penyanderaan. 

63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk 
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Pasal 2 
(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi: 

a. PBB-P2; 
b. Pajak Reklame; 
c. PAT; 
d. Opsen PKB; 'dan 
e. Opsen BBNKB. 

BAB II 
PAJAK 

tujuan lain · dalam rangka melaksanakan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah. 

64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak mcnggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

65. Jasa Umum adalah jasa yang discdiakan atau diberikan oleh Pcmerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan. 

66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya 
dapat pula discdiakan oleh sektor swasta. 

67. Pcrizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang 
dimaksudkan untuk _pe1.1binaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna rnelindungi kepentingan umurn dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

68. Surat Ketetapan -Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok Retribusi yang terutang. · · 

69. Surat Ketetapan Retribusiv-Daerah .Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SI\RDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan. .. pernbayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 
lebih besar; daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang: 

70. Surat ·Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ a tau denda. 

71. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara 
angsuran yang diterbitkan oleh I<epala Perangkat Daerah Pernungut 
Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara · 
Angsuran. 

72. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat dacrah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

73. Bank Penerima adalah Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra)) atau 
bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran 
pendapatan asli daerah. 
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Pasal 3 
(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan 

diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda. 
(2) Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP clan LSPOP. 
(3) Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung 

Walet mendaftar menggunakan SPOPD. 
(4) Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftar dengan 

menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh 
kepala bapenda provinsi melalui kantor sistem adrninistrasi manunggal 
satu atap. 

(5) Wajib Pajak BPHTB mendaftar dengan menggunakan formulir 
pendaftaran. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan untuk 
Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah. 

(7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 
wajib mcndaftarkan objek pajaknya kepada Bupati melalui Bapenda 
dengan menggunakan permohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 
7 (tujuh) · hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta 
penyelenggaraan objek pajaknya. 

(8) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPOPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diperoleh Wajib Pajak 
dengan cara: 
a. mengambil sendiri ke Bapenda melalui loket pendaftaran; 
b. diperoleh secara online; darr/atau 
c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk. 

(9) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib 
diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, 
jelas, clan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. 

( 10) Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan 
dengan melampirkan: . 
a. untukP=8B-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; 
3. fotokopi bukti ·kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah 

dan bangunan; 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan 

Paragraf 1 
Pendaftaran 

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib. 
Pajak meliputi: · 
a. BPHTB; 
b. PBJT atas; 

1. Makanan dan/atau Minuman; 
2. Tenaga Listrik; 
3. Jasa Perhotelan; 
4. Jasa Parkir; dan • . 
5. Jasa Keseniandari }iiburan·:· 

c. Pajak MBLB; dan .;··· - 
d. Pajak.Sarang'Burung Walet. 

(2) 
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(2) 

Pasal 5 
Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3,· Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja 
setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek 
pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu NPWPD. 

( 1) 

. . ... .. 

Pasal 4 
(1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi 

terhadap perrnohonanpendaftaranWajib Pajak. 
(2) Verifikasi sebagairnana dimaksud-. pada ayat (1) dilakukan dengan 

memeriksa kel_e~g.~€lPai:i··_administrasi -yang dipersyaratkan. 

4. fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga 
objek; dan 

5. foto lokasi. 
b. untuk Pajak Reklame melarnpirkan dokumen pendukung sebagai 

berikut: 
1. fotokopi identitas kepcndudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; 
3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan 
4. gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan. 

c. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; 
3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan 
4. ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin 

pompa yang digunakan. 
d. untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan 

tanah; 
3. kuitansi jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang 

diterbitkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah; 
4. fotokopi SPPT dan SSPD/surat tanda terima setoran PBB-P2, 

lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau 
5. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam hal waris atau 

hibah wasiat. 
e. untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan 
2. fotokopi nomor induk-berusaha; dan/atau 
3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan. 

f. Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai 
berikut: 
1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau 
3. fotokopi NPWP Perusahaan. 

g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokurnen 
pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi· nornof induk berusaha; dan/atau 
3. fotokopi NPWP Perorangarr/Perusahaan. 

(11) Permohonan·pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

r: 
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Pasal 9 
( 1) Dalam hal Wajib Pajak tidak Jagi memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan daerah, Buapti melalui Kepala Bapenda dapat 
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l )Bupati 
atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 
3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan 
Wajib Pajak dianggap disetujui. 

Paragraf 2 
Penghapusan NPWPD 

.· ~. ·-· _ ... Pasal·.8 . 
Pendataan sebagaimana dimaksud dalarnPasal 7 dilaksanakan dengan cara: 
a. mendatangiWajib.Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau 
b. mengirimkan-surat imbauan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 7 
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan 

objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data 
objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek 
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah 

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah. 

(3) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(4) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh 
Kepala Bapenda. 

. Pasal6 
Kepala Bapenda menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak 
yang memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain: 
a. Untuk PBB-P2 diterbitkan NOPD; dan 
b. Untuk Pajak Reklame, PAT, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak 

Sarang Burung Walet diterbitkan nomor registrasi. 

(3) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor 
induk kependudukan. 

(4) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk 
berusaha. 

(5) Kartu NPWPD disarnpaikan kcpada Wajib Pajak secara Jangsung atau 
disarnpaikan mclalui pas dcngan bu kti pcngiriman surnt atau jasa 
pcngirirnan lainnya dcngan bukti pcngiriman. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagairnnna dirnaksud pada pada ayat (2) Wajib 
Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan 
NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki 
oleh Daerah. 
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Pasal 11 
(1) Surat Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 ayat (2), 
diterbitkan dalam hal: 
a. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan 

atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD; 
b. tidak memiliki tunggakan pajak; 
c. memiliki tunggakan pajak tctapi: 

1. penagihannya sudah kedaluwarsa; 
2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 

warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak 
dapat ditemukan; atau 

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; 
d. tidakterdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b. 
(2) Surat Keputusan penolakan penonaktifan atau pcnghapusan NPWPD, 

nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2), diterbitkan dalam hal: 
a. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak 

melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, dan NOPD; atau 

b. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan 
atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, namun: 

Pasal 10 
Permohonan Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor rcgistrasi, dan 
NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
d. dilampiri Kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan 

penghapusan; 
e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. surat keterangan kematian atau dokumen scjenis dari instansi yang 
berwenang, untuk Wajib Pajak .. yang meninggal dunia; 

2. dokumen yang menyatakan bah.wa Wajib Pajak telah mcninggalkan 
Indonesia i 'urituk · selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang 
m~i:ifnggaikin Indonesia selama-lamanya; 

3. surat pemyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi 
semua ·kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang 
memiiiki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau 

4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah 
dibubarkan, seperti akta pernbubaran badan yang telah disahkan 
oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. . 

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, 
atau penanggung pajak. 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD 
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: 
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan 
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum bcrupa kcberatan, 

banding, gugatan, atau pcninjauan kcmbali. 
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Pasal 15 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan 

menggunakan SSPD. r • 
.: ..... -· _., :-. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran 

(2) 

Pasal 14 
SKPD untuk Pajak Reklarriediterbitkan berdasarkan basil perhitungan 
terhadap Nilai Sewa Reklarne yang diperoleh dari: 
a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau 
b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan mernperhatikan 

faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka 
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklarne. 

SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan basil perhitungan terhadap 
nilai perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan 
faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan 
pengambilan/pernanfaatan air, volume air yang diambil/dimanfaatkan, 
kualitas air dan tingkat kerirsakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengarnbilan danj'atau pemanfaatan air. 

(1) 

(4) 
(5) 

(2) 

(3) 

Pasal 13 
Bupati melalui I<epala Bapenda menetapkan pajak tcrutang untuk jenis 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan 
menggunakan SPPT dan SKPD. 
SPPT diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP 
dan/atau LSPOP. 
SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang dalam hal: 
a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah 

di berikan surat teguran secara tcrtulis; dan 
b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah PBB-P2 

yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung 
berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP. 

SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang. 
SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 
Bapenda. 

Ill 

Bagian Kedua 
Penetapan Besaran Pajak Terutang 

1. terdapat tunggakan pajak; dan/atau 
2. terdapat.proses hukum atau proses administratif sebagaimana 

dimaksud dalam_ Pasal 9 ayat (4) huruf b. 

. . Pasal.I z 
Dalam hal setelah diterbitkan-S~·;t Keputusan Penolakan pcnonaktifan atau 
penghapusan NP\YPQ, -nomq·r registrasi.I dan NOPD sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal I I ayat'(2), dikctahui: 
a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan 
b. Proses hukum atau proses administratif scbagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

mal,a Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan 
NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru. 
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(1) 

(2) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 16 
Bupati rnenetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
Bupati paling lama: 
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD untuk Pajak Reklame 

dan PAT; dan 
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2. 
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 
terutang untuk jcnis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 
sendiri oleh Wajib Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang 
Bu rung Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya 
masa Pajak. 
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada 
waktunya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan 
sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 1 % (satu perseratus) per 
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pernbayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STPD. 
Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek 
Pajak. 
Dalam hal terjadi perubahan atau.pembatalan perjanjian pengikatan jual 
beli sebelum ditandatanganinya aktajual beli rnengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak men 

gajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; 
a tau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran 
kekurangan dimaksud: 

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (SJ.· hur.uf _ b dilunasi paling lambat pada saat 
penandatanganan akta jual beli. 
Pernbayaran PB_B_-_p.2 yang dilakukan -melalui jaringan elektronik Bank 
dianggapsah-apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan 
telah .mendapat validasi oleh Bapenda. 

Pasal 17 
Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian 
SSPD BPHTB. 
Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 
a. kescsuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan 

NOPD yang tercantum: 
1. dalam SPPT atau bukti pernbayaran PBB-P2 Iainnya; dan 
2. pada basis data PBB-P2; 

( 1) 

(2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elcktronik belum tersedia, 
pembayaran atau penyctoran Pajak dapat dilakukan melalui 
pembayaran tunai kc Bank atau tcmpat lain yang ditunjuk. 

(5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) dan nyat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

. . . 
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Pasal 20 

Pasal 19 
Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan 
pemungutan pajak melalui sistcm informasi administratif perpajakan daerah. 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 18 
Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf' 
oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima 
pembayaran pajak. 
Setelah melakukan validasi clan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat 
lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak. 
Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta 
menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda. 
Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi 
penerimaan harian Pajak dan rekonsiliasi internal atas penerimaan 
pajak. 

( 1) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam 
SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data 
PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan 
dalam SSPD BPHTB dcngan NJOP Bangunan per meter persegi 
pada basis data PBB- P2; 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang mcliputi nilai perolehan objek 
pajak, NJOP, NJOP tidak kcna pajak, tarif, pengenaan atas objek 
pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; 

e. keberiaran penghitungan BPHTB yang disctor, termasuk besamya 
pengurangan yang clihitung sendiri; clan 

f. kescsuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari 
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pcngecualian objek BPHTB 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. 
Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk 
kepemilikan rumah pertarna dengan kriteria tertentu yang ditetapkan 
oleh Bupati. 
Kriteria tertentu. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan 
dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan 
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri 
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan 
umum dan perumahan rakyat. 
Proses Penelitian atas SSP_D BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling lama. 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara 
lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat. 
Proses Penelitian atas SSPD-·BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara 
lengkap SSPD.-I?PHTB untuk Penelitian lapangan. 
Dalam hal. berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari 
jumlah pajak tcrutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan 
terse but. 

(3) 

(4) 
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Pasal 22 
(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara 

elektronik dan/ atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan 
pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau 
prinsip pembukuan yang bcrlaku secara umum. 

(2) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara 
elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan 
ornzet di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta 
rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan 
tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran 
usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak. 

(3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pade- ayat (1) dan 
kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku untuk wajib pajak PBJT jasa kesenian dan hiburan yang bersifat 
insidentil. 

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 

Paragraf 1 
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan 

Pasal21 
Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang 
ditunjuk maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan 
penerimaan pembayaran Pajak secara off-line dengan memberikan nornor 
transaksi bank dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi 
penerimaan daerah setelah sistem kembali normal. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak yang 
terdiri dari: 
a. rekonsiliasi data transaksi; dan 
b. rekonsiliasi penerimaan Pajak. 
Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
merupakan kegiatan pcncocokan .data transaksi dan data wajib pajak 
yang tertera dalam SSPD· dengan data pada sistem informasi 
administratif perpajakan daerah. 
Rekonsiliasi data transaksi dilakukan sctiap hari pada akhir hari kerja 
layanan bcrsangkutan antara Bapcnda dcngan Bank atau tcmpat lain 
yang ditunjuk. · 
Apabila tcrdapat perbcdaan data transaksi dan data wajib pajak, 
Bapendn bersarna Bank atau tcmpat lain yang ditunjuk menyelesaikan 
perbedaan tersebut dan dituangkan clalam berita acara. 
Rckonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b ~ merupakan ''.ke'giatan pencocokan penerimaan 
pendapatan · daerah 'fl·ntara nota -Jeredit dan/atau rekening koran 
dan/atau- la~P.ifan rincian transaksi dengan dokumen pembayaran 
SSPD .. · ··. . 
Rekons.iiiasi penerimaan pajak dilakukan secara bulanan paling Iambat 
tanggal 10 pada bulan berikutnya. 

( 1) 
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Pasal 25 
( 1) Dalam mernberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari 

kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib __ Pajak, Kepala 
Bapcnda mempertimbangkan: - 
a. bentuk usaha yang dijalankan; 
b. kemampuan rnanajerial dari usaha yang dijalankan; dan 
c. peredaran usaha. 

(2) Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan 
atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban 
Pencatatan. 

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tangga1 
permohonan diterima secara lengkap. 

(4) Dalam hal jangka waktu scbagaimana dirnaksud pada ayat (3) telah 
terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana 
dirnaksud pada' ayat (2), perrnohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan 
dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pernbebasan dari Kewajiban 
Pencatatan dalam jangka · waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah 
jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berakhir . 

. - ~ - .-Paragrar 2 
. Kewajibari Periggu na.an "Bon Penjualan 

. ~ ·-· . r 

(2) 

Pasal24 
Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban 
menyelenggarakan pencatatan. 
Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; dan 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

(1) 

(4) 

(3) 

Pasal23 
Pembukuan atau pencatatao harus mcncenninkan kegiatan usaha yang 
sebenarnya dengan 'menggu nakan satuan mata uang rupiah. 
Pencatatan · sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibuat 
secara teratur setiap hari bcrdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai 
transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/mesin 
register. 
Dalarn hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau 
nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian 
terscbut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap 
transaksi pernbayaran. 
Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon 
pcnjualan atau struk/mesin register merupakan dasar penghitungan 
pajak terutang wajib disimpan selama 5 (Iima) tahun. 

( 1) 

(2) 
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. .. . . . ·.~ r: "r- - ·, Pasal 28 
(1) Untuk mengantlsipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka 

mernpercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan · untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan 
legalisasi/perforasi tiket/karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (3). 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud "pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. surat permohonan Wajib Pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; 
e. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha 

beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau 
mesin kas register. 

Pasal 27 
(1) Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling 

sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap: 
a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak; 
b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan 
c. lembar ketiga, untuk Bapenda. 

(2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 
memuat: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. tanda atau logo Wajib Pajak; 
c. seri menurut alphabet [huruf], yang dibuat secara berurutan dan 

dimulai dari huruf awal "A"; dan 
d. nomor bon penjualan yang dibuat secara berurutan dimulai dari 

nomor urut terkecil sarnpai yang terbesar. 
(3) Legalisasi/perfor~si-tike.t/karcis dan sejenisnya penyelenggaraan jasa 

kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud · 
dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan 
tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling 
kurang sebagai berikut: 
a. fotokopi Kartu NPWPD; 
b. daftar tiket/karcis yang akan dilcgalisasi/perforasi; 
c. mernbawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan 
d. surat pernyataanbersedia kekurangan pembayaran pajak. 

Pasal 26 
(1) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minurnan, 

dan jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan/ 
bukti transaksi lainnya dan jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis 
untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak. 

(2) Bon penjualan scbagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1), harus 
menggambarkan tcrjadinya transaksi pcmbayaran atas pclayanan yang 
menjadi dasar pajak terutang. 

(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kescnian dan hiburan yang bersifat 
insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan 
kewajiban pcnggunaan tikct/karcis dan sejenisnya yang telah 
dilegalisasi/perforasi oleh Bapcnda. 

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tidak berlaku untuk \Va jib Pajak yang telah mendapat persetujuan 
pernbebasan dari kewajiban pencatatan. 
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Pasal 31 

Pasal30 
(1) Setiap Wajib Pajak untuk jcnis pajak yang dipungut berdasarkan 

perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 2 ayat (2), wajib mengisi SPTPD. 

(2) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersarnakan sebagai SPTPD. 
(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah 

disampaikan setelah dilakukannya pembayaran. 

Paragraf 3 
Penyampaian SPTPD 

(3) 

(2) 

_ Pasal 29 
Wajib Pajak ·PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, 
jasa kesenian dan hiburan, dan jasa parkir wajib menggunakan sistern 
kornputer atau mesin transaksi pernbayaran. 
Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau 
mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem 
komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalarn 
jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada 
saat terjadinya kerusakan. 
Selama terjadinya kerusakan sistem kornputer atau mesin transaksi 
pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

( 1) 

(6) 

(SJ 

(4) 

f. dilarnpiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. Surat pernyataan bcrmeterai cukup yang menyatakan bahwa: 

a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau 
per.catatan; clan 

b) Wajib Pajak berscdia untuk wajib mcnyimpan data 
transaksi paling singkat 5 (lima) tahun; 

2. Spesifikasi clan sistcm atau mesin transaksi pembayaran 
meliputi jenis, tipe, clan tahun pembuatan. 

g. Mekanismc kerja Sistem Pcngendali Internal; dan 
h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

Berdasarkan permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Bapenda mcnerbitkan Surat I<eputusan Pembebasan dari Kcwajiban 
Lcgalisasi/ Pcrforasi tiket/karcis atau pcnerbitan surat penolakan 
pernbebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis. 
Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak _ 
tanggal permohonan diterima secara Iengkap. - 
Apabila jangka waktu ·sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan 
dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban 
Legalisasi/Perforasi .dalam jangka waktu paling Jama 1 (satu) bulan 
setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir. 
Setiap Wajib Pajak' cfiwaj1bkart mernbuat rekapitulasi transaksi 
pembayaran dari sistem- komputcrisasi atau mesin kas register secara 
urut dan.teratursebagailampiran pada penyampaian SPTPD. . .· 

(3) 
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Pasal35 
( 1) SPTPD paling sedikit mernuat:" 

a. jenis pajak; · - · 

Pasal 34 
( 1) Untuk kepcrluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak 

dapat meminta keterangan sccara tertulis kepada Bapenda atau 
berkonsultasi melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak rnengenai 
dasar pengenaan darr/ataupenghitungan pajak yang terutang. 

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aiberikan dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak perrnintaan Wajib 
Pajak diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyarnpaian 
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda 
batas waktu penyampaian SPTPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
31. 

Pasal33 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri-dapat membetulkan SPTPD yang 

telah disampaikan dengan menyampaikan pemyataan tertulis sepanjang 
belum dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling 
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD 
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi 
administratif berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang rnenyatakan kurang bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 1 % (satu perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 
dikenakan sanksi adrninistratif berupa kenaikan pokok Pajak yang 
kurang clibayar. 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 
dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa pajak. 

"Pasal 32 
(1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalarn jangka waktu pcnyampaian, 

Wajib Pajak dikenai sanksi adrninistratif bcrupa denda. 
(2) Oenda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditctapkan dengan STPD 

dalam satuan rupiah untuk sctiap SPTPD. 
(3) Denda scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 

Rpl00.000 (seratus ribu rupiah). 
(4) Denda sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib 

pajak mengalami keadaan k.~ . bar. ·-: . 
(5) I<eadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : 

a. bencana alam i- . _. ·, ·.· - - . - 
b. kebakaran.. --:_. .. - 
c. kerusuhan massal atau huru-hara: dan/atau 
d. wabah penyakit. 
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b. nam~. w_aj~b pajakdan NPWPD; · 
c. · ·m~s·a.pajakyang bersangkutan; 
d. jurrilah dasar pengenaan pajak; 
e~ · jumlah pajak yang terutang; dan 
f. tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. 

(2) SPTPD PBJT atas Jasa Perhotelan sclain bcrisi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), juga mcrnuat data mengenni: 
a. go\ongan/kelas hotel; 
b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki; 
c. tarif kamar; dan 
d. tingkat hunian bulanan. 

(3) SPTPD PBJT atas Makanan dan/atau minuman selain berisi data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai: 
a. jumlah -meja makan dan kursi; 
b. hari dan jam operasi; 
c. ketersediaan layanan pesan antar; dan 
d. rata-rata jurnlah pengunjung harian. 

(4) SPTPD PBJT atas Jasa Kescnian dan Hiburan selain berisi data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai: 
a. jenis/golongan hiburan yang diselenggarakan; 
b. menggunakan kas register; 
c. mengadakan pembukuan/pencetakan; dan 
d. mengadakan bon (bill). 

(5) SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik selain berisi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), juga memuat: 
a. jumlah keseluruhan pelanggan dan masing-masing golongan tarif. 
b. data jumlah pelanggan dan KWH pemakaian. 

(6) SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN selain berisi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). juga mernuat data mengenai: 
a. jenis dan kapasitas terpasang mesin pembangkit Jistrik; 
b. tingkat pcnggunaan mesin pembangkit listrik; 
c. jumlah jam penggunaan mesin pembangkit; dan 
d. faktor daya (cos e]. 

(7) SPTPD PBJT atas Jasa Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), juga memuat data mengenai: 
a. tarif dan kapasitas parkir; 
b. hari dan jam operasi; dan 
c. jumlah parkir harian. 

(8) Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar termasuk apabila ada potongan harga/diskon 
dan/atau diberikan .secara gratis kepada Wajib Pajak, maka pengenaan 
PBJT adalah jurnlah pcmbayaran tanpa mcmperhitungkan potongan 
harga/diskon dan/atau diberikan secara gratis. 

(9) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat park.ir. 

(10) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
termasuk potongan hargaparkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 
kepada penerima jasa parkir. - 

( 11) SPTPD Pajak MBLB selain berisi data sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(1), juga mernuat data mengenai: _ 
a. tarif MBLB dan' harga satuan; 
b. jenis -~BLB·.·clan volume MBLB; dan 
c. periggunaan MBLB. 

( 11) SPTPD Pajak Sarang Burung Walet selain bcrisi data sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai: 

-· -- ·~· 
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Pasal39 
(1) Kepala Bapenda mclakukan Penclitian atas SPTPD yang disampaikan 

Wajib Pajak. 
(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan 
tanggal pelunasan dalam SSPD; · 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi 

lainnya. 
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk mcnerbitkan STPD. 

(4) STPD scbagaimana dimaksucl pada ayat (4) mencantumkan jumlah 
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif 

Pasal 38 
( 1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SJYI'PD tidak sopenuhnya 

dilampiri keterangan dan/atau dokumcn sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 37 ayat (2). 

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai 
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak SPT.PD" tersebutditerima. ... - _ .. : .. ., - . 

• • • ·-· 4 

Paragraf 4 
Penelitian SPTPD 

Pasnl 37 
(1) Pcnyarnpaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapcnda dapat dilakukan: 

a. secara lnngsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. pcrusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat; dan/atau 
d. melalui elektronifikasi. 

(2) Penyarnpaian SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilampiri: 
a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak 

terutang; dan 
b. SSPD lembar kedua yang telah divalidasi. 

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan bukti penerimaan. 

(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti 
penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

(5) Tanggal pengiriman surat yang tercanturn dalam bukti pengiriman surat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal 
penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

Pasal36 
Wajib Pajak harus mcngambil scndiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda 
atau tempat lain yang ditunjuk, atau mcngunduh/melaporkan secara 
elcktronik melalui sistcm inforrnnsi adrninistrntif perpajakan daerah. 

a. kapasitas gedung sarang burung walet; 
b. tanggal beroperasi; dan 
c. waktu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
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Pasal 41 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Perncrik saan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai perpajakan. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan 

pernbayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan 

bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau 
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Perneriksaan 

berdasarkan analisis risiko. 

Bagian Keeriam 
Pemeriksaan Pajak 

Pasal40 
(1) Saat terutang Pajakditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah 

memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 . 
(satu) kurun waktu tertentu dalarn masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau bagian Tahun Pajak sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka 
waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor. dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan p~ng_!'litung~m scndiri Wajib Pajak atau menjadi 
dasar bagi Bupati untuk menetapkan · Pajak terutang untuk jenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penetapari Bupati 

(3) Masa Pajak' ·ymu( menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang ·terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ditetapkan untukjangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk 
PBB-P2 dan Pajak Reklame. 

(6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
berlaku untuk: 
a. Pajak Reklame yang bersifat insidentil; 
b.. BPHTB; dan 
c. PBJT yang bersifat insidentil. 

Bagian Kelirna 
Masa Pajak dan Tahun Pajak 

bcrupa bunga sebcsar 1 % (satu perscratus) per bu Ian dari jumlah Pajak 
yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 
berakhirnya masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan' dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPI'PD sebagaimana dlrriaksud pada ayat 
(3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenamya dari 
Wajib Pajak, Kepala Bapenda atau Pcjabat yang ditunjuk dapat 
melakukan Perncriksaan. 
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· Pasal 43 
(1) Dala.m jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terntangnya Pajak, 

Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, clan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal 
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: 
a. hasil Pemeriksaan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 41; atau 
b. penghitungan secarajabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak rnenyampaikan SPTPD daJam jangka waktu 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 31 dan telah ditegur 
sccara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 
scbagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau 

Paragraf 1 
SI<PD 

Bagian Kctujuh 
SKPD dan STPD 

(3) 

(2) 

Pasal 42 
Oalam · pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4J, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa rneliputi: 
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang 
terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancarari 
Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada 

perneriksa; 
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 
c. rnenerima dokumen hasil Pemeriksaan serta rnemberikan 

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), besarnya Pajak ditetapkan sccara jabatan. 

(1) 

. - -· . ·, 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit untuk: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain .sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi penentuan,» pencocokan,' atau pengumpulan materi yang 
berkaitan dcngan tujuan Perncriksaan, 
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PasaJ 46 
( 1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, 

Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD. 

- r.: ~.- .. 

Pasal45 
1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan 
perseratus) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, 
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya 
SKPDKB, _untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 43 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar ·2,2% (dua koma dua perseratus) per bulan dari Pajak 
yang kurang atau terlarnbat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 
Pajak atau berakhirnya masa -Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka · waktu 
paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan 
sanksi administratif berupa: 
a. kcnaikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok Pajak yang 

kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau 

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus] dari pokok Pajak 
yang kurang dibayar unnik jenis Pajak selain yang dimaksud pada 
huruf a. · . -- 

3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang daJam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 43 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan 
Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. 

4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam 
jangka waktu palingIarnaL (satu] bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Paragraf·2 
STPD 

Pasal 44 
Dalam hal bcrdasarkan basil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 terclapat kelebihan pernbayaran Pajak, Bupati atau Kepala Bapenda 
menerbitkan SKPDLB. 

· 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 42 ayat(l). 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap clan 
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setclah dilakukan 
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam ha1 
jurnlah Pajak yang terutang sarna besarnya dengan jurnlah kredit Pajak 
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

~ .. ·•·· ... '>. 

·, 
... ..; .·,.. - 

~· ..... _, _..,, '>, 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan 
11 CarrrScanner" 

Pasal 48 

Bagian Kedelapan 
Penagihan Pajak 

Paragraf 1 
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 

Pasal 47 
(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum 

Wajib Pajak diberikan atau diterbitkari NPWPD, apabila diperoleh data 
dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan 
yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum 
dan/atau setclah pcnghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan 
NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(2) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal: 
a. Pajak terutang dalarn SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang 

dibayar setelah jatuh tempo pcrnbayaran: 
b. Surat Keputusan Pernbctulan, Surat Kcputusan Kcbcratan, dan 

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran; Atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ 
atau denda. 

(3) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untukjenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam ha]: 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. hasil Penelitian SPTPD sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 48 

terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah 
hitung, a tau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang 
dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 1 % (satu perseratus) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bul_an. 

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 0,6 % (nol koma enam perseratus) per bulan dari Pajak yang 
tidak atau . kurang "dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran .sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 
paling lama 24 {dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
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Pasal 52 

Pasal 51 
( 1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran ketiga apabila Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang 
sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya 
Surat Teguran Kedua. 

(2) Surat Teguran ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker 
peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya. 

(3) Bupati membentuk tim yustisi Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak 
dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum mcmenuhi 
kewajiban Pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran ketiga. 

(4) Tim yustisi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Bupati. 

(2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak secara Jangsung atau disampaikan dengan bukti 
pengiriman surat. 

Pasal50 
(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran kedua apabila Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang 
sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya 
Surat Tcguran Pertama. 

Pasal49 
(1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), 

dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejcnis dari Kepala Bapenda. 

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang scjenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mcmuat: 
a. nama Wajib Pajak dan Zatau Penanggung Pajak; 
b. besarnya utang.pajak;' . 
c. perintah untuk me·mba.y;r; dan 
d. jangka waktu-peluriasan utarig J:>ajak. 

(3) Surat teguran-iajau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak 
atau · Pcnanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali. 

(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat. 

(1) Utang Pajak sebagairnana 'tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
belum jatuh tempo pernbayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 
imbauan. 

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat 
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengcnai perpajakan. 
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(8) 

(6) 

(7) 

(5) 

(4) 

Pasal 54 
Tata cara .Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran. 
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak. 
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui 
dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung 
Pajak diterbitkan Surat Paksa. · 
Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang 
diangsur atau ditunda pembayarannya tidak cliterbitkan Surat Teguran. 
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan 
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran. 
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan · atau 
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. 
Dalam hal Penanggung Pajal< tidak melunasi Utang Pajaknya setelah 
melcwati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua_puluh empat) jam sejak 
Surat Paksa disampaikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (6i, 
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 
Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi 
setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah 
melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat 
sebagaimana dirnaksud ·. dalam Pasal 53 ayat (2) berwenang 

( 1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(2) 

Pasal 53 
Oalam rangka mclaksanakan Pcnngihon scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (1) Bupati bcrwenang mcnunjuk Pejabat untuk 
melaksanakan Penagihan. 
Pejabat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bcnvenang: 
a. mengangkat dan mernberhentikan Jurusita Pajak; dan 
b. menerbitkan: 

1. Surat Teguran; 
2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 
3. Surat Paksa; 
4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 
5. surat perintah penyanderaan; 
6. surat pencabutan sita; 
7. pengumuman lelang; 
8. surat penentuan harga limit; 
9. pem batalan lelang; dan 
10. surat lain yang diperlukan untuk pclaksanaan Penagihan Pajak. 

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 1) 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada 
aparat penegak hukum sebclum diterbitkannya Surat Paksa. 

(2) Pelaksanaan penagihan mclalui bantuan aparat pencgak hukum 
scbagaimana dimaksud pada nyat ( 1 ), dilakukan dengan surat kuasa 
khusus dari Kcpala Bapcnda. 

(3) Tata cara pclaksanaan pcnagihnn dcngan bnntuan pcncgak hukurn 
didasarkan pada Pcrjanjian Kcrjn Snrnn Pcnngihnn Pajak antara Kcpala 
Bapendn atas narnn Bupnti dengnn Pihnk Apnrat Pcncgak Hukurn. 
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(1) Hak untul?melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, 
kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah. 

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD 
atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat. 
(1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. 

. · Paragraf 1 
Kedaluwarsa Penagihan Pajak . . .... _, - .. 

Bagian Kesernbilan 
Kedaluwarsa dan Penghapusan 

Pasa156 
(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung 

Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik mclunasi Utang Pajak dan 
memiliki Utang Pajak dengan bcsaran minimal tertentu, dapat clilakukan 
pencegahan dan/ a tau penyanderaan. 

(2) Pencegahan dan/ atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak 
mengakibatkan hapusnya Utang ·Pajak atau terhentinya pelaksanaan 
Penagihan Pajak. _ - . 

(3) Pencegahan darr/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat . 
( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. · 

melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap 
barang yang disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 
14 (empat belas) hari tcrhitung sejak pcngumuman lelang. 

( 10) Pengumuman )clang sebagaimann dimaksud pnda nyat (9), dilaksanakan 
paling ccpat sctclah lcwat jangka waktu 14 (cm pat bclas) hari tcrhitung 
scjak dilakukan penyitaan. 

( 11) Hasil lclang dipcrgunnkan terlcbih dnhulu untuk rncrnbayar biaya 
Pcnagihan Pajak dan sisanyn untuk rncmbnyar Utang Pajak yang bclum 
dibayar. 

Pasal 55 
Jurusita Pajak melaksanakan Pcnngihnn seketika clan sekaligua bcrdasarkan 
surat perintah Pcnagihan Sckctika dan Sckaligus apabila: 
a. Pcnanggung Pajak akan mcninggalkan Indonesia untuk sclarna-lamanya 

atau bcrniat untuk itu; 
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghcntikan atau mengecilkan kegiatan 
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c. tcrdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 
badan usahanya, mcnggabungkan usahanya, atau memekarkan 
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda kepailitan. 
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Pasal59 
(1) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi. 

(2) Piutang Pajak yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalarn : 
a. STPD; 
b. SPPT; 
c. SKPD; 
d. SKPDKB; 
e. SKPDKBT; 
f. Surat Keputusan Pembetulan; 

(6) 

. Pasal58 
Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk rnenentukan 
prioritas Penagihan Pajak.' . 
Bupati atau Kepala Bapenda rnemerintahkan Jurusita Pajak untuk 
melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). 
Piutang Pajak yai:g \iaak mungkin: ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
Piutang-Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dalam keputusan Bupati. 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan mempertimbangkan: 
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1); dan 

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah. . 
Penagihan sebagairnana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan 
dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Paragraf 2 
Penghapusan Piutang Pajak 

(3) Kedaluwarsa Pcnagihan Pajnk scbagairnann dimnksud pada ayat ( 1) 
tertangguh apabila scbelum jangka waktu scbagairnana dirnaksud pada 
ayat (2): 
a. ditcrbitkan Surat Teguran dnn/ntau Surat Paksa; atau 
b. nda pcngakunn Utnng Pajak dnri Wajib Pajak, baik langsung 

rnaupun tidak lnngsung. 
(4) Dalarn hat ditcrbitlmn Surnt Tcguran dnn/ntau Surnt Paksa 

scbagaimana dirnaksud pndn nynt (3) huruf a, kcdnluwarsa Penagihan 
dihitung sejak tnnggnl pcnyrunpnian Surnt Tcguran dan/ntau Surat 
Paksn. 

(5) Pcngakunn Utnng Pajak sccarn lnngsung scbagairnana dirnaksud pada 
ayat (3) huruf b mcrupaknn Wnjib Pajak dcngan kcsadarannya 
menyatakan masih mcmpunyai Utang Pajak dan bclum mclunasinya 
kepada Pcmcrintah Dacrah. 

(6) Pcngakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebcratan olch 
\Vajib Pajak. 

(7) Dalarn hat terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wnjib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan 
dihitung sejak tanggal pengakuan. 
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Pasal 62 
(1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang 

Pajak dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada 
Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember. 

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi 
bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara 
penelitian. 

(3) Daftar usulan pcnghapusan Piutang Pajak sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak; 
b. ala.mat Wajib Pajak/penanggung pajak; 
c. jenis Pajak; · 
d. tahun Pajak; . 
e. jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan; 
f. jurnlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan 
g. alasan dihapuskan. 

Pasal 61 
(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak 

dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib 
dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala 
Bapenda. 

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
laporan hasil penelitian. 

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang 
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak 
yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. 

Pasal 60 
Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih scbagaimann dimaksud dalam Pasal 
59 dapat diajukan penghapusan apnbiln : 
a. Wajib Pajak/Pcnanggung Pnjnk mcninggnl dunin dcngan tidak 

meninggalkan hartn warisan ntau keknynnn: 
b. \Vajib Pajak bu bar, likuidnsi, atnu pnilit ; 
c. hak untuk rnclakuknn pcnagihan pnjnk sudah kcdnluwnrsa; 
d. \Vajib Pajak/Pcnanggung Pajak tidak mcmpunyai harta kcknyann lagi; 
e. Wajib Pajak/Pcnanggung Pajak tidak dapat ditcmukan lagi antara lain 

karena: 
I. \Vajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan 

lagi; atau . _. · __ ·,. . 
2. \Vajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia 

untuk selama-Iamanya. - -. - 
f. dokurnen ·.sebaga( dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 

dilakukan -penelusuran secara optimal sesuai dengan ketcntuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

g. Surat Keputusan Kebcratan; 
h. Putusan Banding; atau 
1. Surat Keputusan Pengurangan. 
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Pasa164 
(1) Bupati atau Kepala Bapenda -harus memberi keputusan atas keberatan 

yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat ( 1). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Buapti atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 ayat (7). 

(4) Keputusan Bupati ata~ Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa: 

. Pasnl 63 
( 1) Wnjib Pafnk._.dapat mcngajukan kcbcratnn kepnda Bupnti atnu Kepala 

Bapcndn tcrhndnp SPPT, Sl<PD, SKPDl<B, Sl(PDJ<BT, SKPDLB, SKPDN, 
atau pcmotongnn ntnu Pcmungutnn olch pihnk kctign. 

(2) Kcbcratnn scbngnirnnnn dirnnksutl pndn nynt ( 1) dinjukan sccnrn lcrtulis 
dalam bahnsn lndoncsin dcngnn mcngcmukaknn jurnlah Pnjnk terutnng 
atau jurnlnh Pnjnk ynng clipotong atau cJipungut, berdasarkan 
pcnghitungan Wnjib Pnjnk, dcngnn discrtai alnsnn yang jelas. 

(3) Pcngnjuan kebcratan scbagnimnna dirnaksud padn nyat (I) harus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tign) bulan scjak tanggal 
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDl{BT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau 
tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipcnuhi karena 
keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b, kcbakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau 
d. wabah penyakit. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak 
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah 
yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan. 

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau 
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang 
diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak rnengajukan keberatan, jangka ~aktu pelunasan 
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terrnasuk sebagai 
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1). 

Paragraf 1 
-Kcbcratnn Pnjnk 
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Pasal 66 

Pasal 65 
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 63 ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 

(satu) pcmotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pernungutan pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati mclalui Kcpala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pernungutan pajak 
oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; 

e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang 
dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang jelas; 

f. dilampiri asli surat, kctetapan pajak atau bukti pemotongan atau 
pcmungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 

g. dilarnpiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
I. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa 

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 
2. fotokopi · SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah 

disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang 
terutang menurut Wajib.Pajak; 

3. fotokopi akta pendiriarr/perubahan dalam hal Wajib Pajak 
berupa Badan ·.. _ . 

4. susunarrdireksiystruktur -organisasi dalam hal Wajib Pajak 
.beru p-a. Badan; 

5. · · fotokopi bukti pendukung lainnya; 
h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan clalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan· yang telah dinyatakan lcngkap 
menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan. 

(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan 
jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalarn bukti 
pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat 
Keberatan dinyatakan lengkap. 

a. menerirna seluruhnya dalarn hal Pajnk tcrutang bcrdnsarkan hasil 
pcnelitian sama dcngan Pajak yang tcrutnng menu rut Wnjib Pajak; 

b. menerirna scbagian dalarn hal Pajak tcrutnng berdasarknn hnsil 
penelitian scbagian sarna dcngnn Pajak ynng tcrutnng mcnurut Wajib 
Pajak; 

c. menolak dalam ha) Pajak tcrutnng bcrdasnrknn hnsil pcnclitinn sama 
dcngan Pajak yang tcrutnng dalam surnt kcputusan / kctctnpnn yang 
diajukan kebcratnn olch \Vnjib Pajak; ntnu 

d. menarnbah bcsarnyn jurnlnh Pnjnk yang tcrutnng cJnlnm hal Pajak 
teru tang bcrdnsarknn hasil pcnclit inn lcbih bcsnr dnri Pnjnk ynng 
terutang dnlnrn surat kcputusnn/kctctapnn yang dlnjukan kcberatnn 
olch \\lnjib Pajak. 

(SJ Apabila dnlarn jangkn waktu sebuguimnnn dirnaksud padn aynt (3) 
Bupati atau Kcpaln Bapcndn tidnk rn imbcri sum u kcputusnn, kcbcratan 
yang diajukan tersebut dianggap clitcrima. 
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Pasal 70 
(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ·69 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat: 
a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan 

dengan materi Keberatan; 
b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak 

yang berkaitan dengan materi Keberatan; 
c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan 

kepada pihak ketiga yang mcmpunyai hubungan dengan Wajib 
Pajak; 

d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk 
menguji data objek dan administratif Wajib Pajak; 

e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal 
pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga; 

: . ., Pasal 69. 
(1) Terhadap ;· ·pii~cilionan keberatan yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Bupati atau Kepala 
Baperida dapat menugaskan tim untuk melakukan penelitian 
penyelesaian permohonan keberatan. 

(2) Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian pennohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan oleh Bupati atau I<epala 
Bapenda. 

(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertugas memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan olch 
Bupati atau Kepala Bapenda. 

Pasa168 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban mcmbayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan. 

Pasal 67 
[I] Untuk keperluan pcngnjuan kcbcratan, Wnjib Pajak dapat rncrninta 

kcterangan sccara tcrtulis mcngcnni dasar pcngcnaan dan/atau 
penghitungan pajak yang tcrutang kcpada Bapenda, 

(2) Keterangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dnlam 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pcrmintaan 
\Vajib Pajak diterima. - 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda. 
jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
65 ayat (1) huruf d. 

(2) 

Pengajuan Kebcratan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimnnn 
dimaksud dalam Pasal 65 aynt ( 1) dinnggap bukan sebagai pcngnjuan 
Keberatan sehingga tidak dapnt dipcrtirnbangkan dnn kepada Wnjib 
Pajak atau Kuasanya dibcritahukau sccarn tcrtulis discrtai alasan yang 
mendasari dalam jangka wakiu paling lama 15 (limn bclns] hnri kcrja 
dihitung scjak tanggal pcncrimann Surat Kcbcratan. 
Dalarn hal pengajunn Kcbcratan tidak dapat dipcrtimbangkan 
sebagaimana dirnaksud padn nynt ( 1), Wnjib Pajak rnasih dapat 
mengajukan Keberatan kcmbali scpanjnng mcmenuhi jangka waktu 
sebagaimana dirnaksud dnlarn Pnsnl 65 nynt ( t) huruf cl. 

( l) 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan 
I} Carn'Scanner" 

f. mcngundang \Vajib Pajak dnn/ntau pctugas pencliti untuk 
melakukan penelitian atau Pcrneriksnnn. 

(2) Wnjib Pajak harus mcmcnuhi permnjarnan dokumen tnmbahnn 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf n dnrr/ntnu pcrmintnnn 
kcterangan atau pcnjclasan tarubahnn scbagairnanu dimnksud pndn 
ayat ( 1) huruf b paling lama 15 (limn b Ins) hnri kerjn sctclah tanggn! 
surat permintaan peminjaman clnn/atnu surnt pcrmintnnn kctcrnngnn 
dikirim. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidnk mcmcnuhi scbaginn ntau seluruhnya 
permintaan pcminjarnan dokumcn tnrnbahnn dnn/ntau pcrmintnnn 
keterangan atau pcnjclasan tambahan sebagaimnna dirnnksud pndn 
ayat (2), kebcratan tctap diproscs scsuai dcngan data yang nda atau yang 
diterima. 

(4) Wajib Pajak dapat mcnyarnpaiknn alasan tambahan ntau pcnjclnsnn 
tcrtulis untuk mclengkapi dau/ruau mempcrjelas Surnt Kcbcratan ynng 
tclah disarnpaikan baik atas kchcndak Wajib Pajak yang bcrsangkuran 
rnaupun dalam rangka memcnuhi perrnintaan Tim Penyclcsaian 
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, scbelum Tim 
Penyelesaian Keberatan menyampaikan Surat Pernberitahuan Untuk 
Hadir. 

(5) Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 
tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan 
dilarnpiri: · 
a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan 
b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. 

(6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan 
merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

(7) DaJam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan untuk 
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5): 
a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan 
b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak. 

(8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pcmbahasan, yang 
berisikan paling sedikit: 
a. hasil pembahasan; 
b. penjelasan Wajib Pajak; 
c. penjelasan Petugas Pemcriksa Pajak yang rnenerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan 
penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau 
penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan 
dengan tujuan lain terhadap pengajuan keberatan; 

d. simpulan; dan 
e. usulan pertirnbangan keputusan keberatan. 

(9) Tim Penyelesaian keberatan menyampaikan laporan. penyelesaian 
keberatan kcpada Bupati atau Kepala Bapenda. 

Pasal 71 
(1) Wajib ' Pajak dapat mencabut pcngajuan keberatan yang tclah 

disampaikan kepada Bupati atau I<cpala Bapenda sebelum tanggal 
diterima Surat-Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. 

(2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat pennchonan untuk 1 (satu) surat Keberatan; 
b. diajukan secara tertulis daJam 'bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati aiau Kepala Bapenda; 
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Pasal 74 
(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 0,6% (nol 15c:iT!)a enam perseratus) per bulan dihitung dari 
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulari serta- bagian dari bulan' dihitung pen uh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan _·b_yng,{;iebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan peluriasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding. 

· Pasal 73 
( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding. hanya kepada 

badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan 
oleh Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 
dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang 
jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menangguhkan kewajiban mernbayar Pajak sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. · 

Paragraf 2 
Banding Pajak 

Pasal 72 
( 1) Dalam hal pengajuan kebcratan Pajak dikabulkan sebagian atau 

scluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikcmbalikan dcngan 
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6°/c, (nol koma enam perscratus) per 
bulan dihitung dari Pajak yang Jcbih dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dcngan diterbitkannya Surat Keputusan 
Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga 
puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 

d. dilampiri fotqkop'!_ -surat kctetapan pajak ntnu bukti pcmotongan 
atau .pernungutan oleh pihak ketiga yang dinjuknn Kebcratnn: 

e. dilampiri fotokopi identitns Wnjib Pnjnk, dnn fotokopi idcntitns 
Kuasa Wajib Pajak dalam ha! dikuasakan: 

f.. surat permohonan ditnndntnngani olch Wnjib Pnjnk, dnn dnlnm hnl 
surat pcrmohonnn ditnndntungnni olch buknn Wnjib Pnjnk hnrus 
dilampiri dcngnn surat kunsn. 

(3) Bupati atau Kepala Bapcndn wnjib mcrnbcriknn jnwnbnn atns 
permohonan pencabutan pcngajunn kebcrntan sebagaimann dimnksud 
pada ayat (I) bcrupa surat pcrsctujunn ntnu surat pcnolaknn dcngan 
mcmpcrhitungkan jangka waktu pcnyclcsaian Kcbcratan. 

-: .· - 
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(3) 

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat 
memberikan-inseritif fiskal kepada pelaku usaha. 
Insentif .' fiskal · sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa 
pengurangan, keringanan, dan pembcbasan, atau penghapusan atas 
pokok Pajak, dan/atau sanksinya. 
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati 
berdasarkan pertimbangan: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak; 
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana 

alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan 
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pernbayaran 
Pajak; 

c. untuk mendukung dan mclindungi pelaku usaha mikro dan ultra 
mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalarn mencapai 
program prioritas Daerah; 

( 1) 

(2) 

. Paragraf 1 
lnsentif fiskal Pajak 

-· ~ .. Pasa( 77 · .· .~ 

Bagian Kesebelas 
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan 

Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya 

Pasal 76 
Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 75 
Gugatan \Vajib Pajak atau Penanggung Pajak tcrhadap: 
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah rnelaksanakan pcnyitaan, atau 

pengumuman lclang; 
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; 
c. keputusan yang berkaitan dcngan pelaksanaan keputusan pcrpajakan, 

sclain yang ditetapkan dalarn Pasal 72 ayat (1) dan Pasar73; clan 
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan I<eberatan yang 

dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya 
dapat diajukan ke badan peradilan pajak. 

Pnragrnf 3 
Gugatan Pajak 

(3) Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% [tiga puluh perscratus) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 72 ayat (3) tidak dikenakan. 

(4) Dalam hal pennohonan banding ditolak atau diknbulkan scbagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa dcnda sebcsar 60% (cnam 
puluh perseratus) dari jurnlah Pnjak bcrdnsarknn Putusan Banding 
dikurangi dengan Pajak yang tclah dibaynr scbclum mcngajuknn 
keberatan. 
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·Pasal 79 

Pasal 78 
(1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kcpada Bupati 

untuk memperoleh insentif fiskal. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pclaku usaha 

yang baru memulai usaha, paling sedik:it berisi: 
a. profilperusahaan; 
b. lingkup usaha; dan 
c. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha 
yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi: 
a. lingkup usaha; 
b. kinerja manajemen; 
c. perkembangan usaha; dan 
d. bentuk lnsentif fiskal yang dirnohonkan. 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

e. untuk mendukung kebijakan Pernerintah dalam mcncapai program 
prioritas nasional; dan/ atau 

f. untuk mendukung kebijakan Pcmcrintah Dacrnh dalnrn mcncnpai 
Rencana Pcmbangunan Jangka Mcncngnh Dnernh. 

(4) Pemberian insentif fiskal scbagnimnna dlrnnksud _pndn aynt (3) 
rnerupakan kewcnangan Bupati scsuai dcngnn kcbijnknn Dncmh dolnm 
pengelolaan keuangan dacrah. 

(5) Pembcrian insentif fiskal kcpadn \Vnjib Pajak sebngnirnnnn dimnksud 
pada ayat (3) huruf a clan huruf b, dilnkukan dcngnn mcmpcrhruiknn 
faktor: 

a. kepatuhan pcmbayaran dan pclapornn Pajak olch \Vnjib Pajnk 
selarna 2 (dua) tahun terakhir; 

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; 
c. kontribusi usaha dan J?Cnanaman modal Wajib Pajak terhadap 

perekonomian _ daerah clan lapangan kerja di daerah yang 
bersangkutan; - 

d. memberikan kontribusi terhadap pcningkatan pendapatan 
masyarakat; 

e. menyerap tenaga kcrja; 
f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 
g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
i. pembangunan infrastruktur daerah; 
j. melakukan kegiatan penelitian, pengernbangan, dan inovasi daerah; 
k. berrnitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dar,/atau 
I. -melakukari-kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah. 

Pernberian .insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan 
ultra .mikro sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan 
sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra rnikro dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, mencngah, dan 
koperasi. 
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang 
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberitahukan kepada DPRD. 
Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. 
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Pasal84 
( 1) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, 

a tau penghapusan atas -pokok Pajak, dan/ a tau san ksinya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

Pasal 83 
(1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, 

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak 
dan/atau objek Pajak. 

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
berupa kemampuan mernbayar Wajib Pajak atau tingkat-likuiditas Wajib 
Pajak. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang 
ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai 
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdarnpak bencana alam, 
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 

Paragraf 2 
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

Pasal 82 
Bupati atau Kepala Bapenda dapat memberikan pembebasan pajak untuk 
Wajib Pajak baru untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) 
huruf b, selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pcnerbitan NPWPD bagi 
objck pajak yang belum rnelakukan pcmungutan pajak. 

(2) 

( 1) 

(3) 

(2) 

Pusnl 80 
Tim sebagaimann dimaksud dnlam Pasal 79 aynt ( 1) melnksannkan 
proses verifikasi kcpada, Pclaku usnha berdasnrkan kritcrio don jcnis 
usaha yang ditetapkan. .. . 
Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada nyat (1) mcncntukan bcntuk dan 
besaran .lf\~eritif.fiskal yang akan diberikan kcpada Pclnku usaha. 

Pemberian 'insentif fiskal yang diberikan oleh Pernerintah Daerah 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 

Pasal 81 
Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 77 ayat (I) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila 
diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pcmcriksaan Pajak untuk 
tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). · 
Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 
insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan 
pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) 
dan ayat (5). 

( 1) 

Bupati membcntuk Tim tcrpadu untuk rnclaksanakan proses vcrifiknsi 
dalarn rangka Pemberian lnsentif fiskal. 
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditctnpknn oleh Bupnti . 
Bupati menetapkan Pelaku usaha yang mcmpcrolch lnscntif fiskal 
berdasarkan rekomcndasi Tim. 

(1) 

(2) 
(3) 
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(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 85 
Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib 
Pajak, berupa: 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; 

dan/atau 
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pcmbayaran Pajak 

terutang atau Utang Pajak. 
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 
sebagaimana dirnaksud · pad~( ayatI l] 'huruf a diberikan kepada Wajib 
Pajak yang_ -mengalami+keadaan - kahar sehingga Wajib Pajak tidak 
mampu mem~z:iuJjrkewa.J1ban Pajak pada waktunya. 
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh 
Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang 
ditetapkan dalam keputusan Bupati. 
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pernbayaran Pajak 
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

( 1) 

Paragraf 3 
Kemudahan Perpajakan Daerah 

a. diajukan clcngan surat pcrmohonan sccnra tcrtulis dnlnrn bahnsa 
Indonesia; 

b. satu surat pcrmohonan untuk 1 (sntu) STPD, SPPT, SKPD, 
SKPDKB, atau Sl<PDKBT; 

c. diajukan kcpada Bupati ntnu Kcpaln Onpcndn; 
d. wajib pajak tidak rncngajuknn kcberntnn, mcngnjukan kcbcratnn 

tctnpi tidak dipcrtimbangknn ntau rncngajuknn kcbcrntan kemudinn 
rnencabut kcbcratnnnyn ntns surnt kctetnpnn pnjak ynng 
dirnohonkan pcngurnngnn, kcringannn, clan pcmbebasan, atnu 
pcnghnpusan atas pokok Pajnk, dnn/ntau snnksinya: 

c. dikernukakan alasan yang rncndukung pcngajuan pcrmohonon; 
f. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPOJ{B, ntau SJ<PDl'8T 

yang diajukan pengurangan; 
g. dilampiri dokumen pendukung scbagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa 
Wajib Pajak daJam hal dikuasakan; 

2. fotokopi bukti pendukung lainnya; 
h. surat perrnohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 
pcnghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, Kcpala Bapenda 
atau pejabat yang ditunjuk rnelakukan penelitian mengcnai berkas 
perrnohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) KepaJa Bapenda atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan 
dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; 

(4) Atas pertirnbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringarian pokok pajak 
paling tinggi 100% [seratus perseratus) dan mengeluarkan keputusan 
tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok pajak. 

(5) Kepala Bapenda atas pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang 
ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi 
pajak/ denda administratif. 

.......... 

.. ·' - -· 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan 
I} Carn'Scanner" 

39 

Pasa187 
(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diajukan dengan persyaratan 
sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, atau STPD; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapcnda; 
d. diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh 

tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya 
dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena kcadaan di luar kekuasaannya; 

e. tidak mcmiliki utang pajak; 

Wajib Pajak dapat'<mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kcpala 
Bapenda untukrnengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, 
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan Jikuiditas atau mengalarni 
keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pajak pada waktunya. 

Pasal86 ·, 

dilakukan dalarn hnl Wajib Pajak mcngnlnmi kcsulitnn likuiclitns ntau 
keadaan kahar Wajib Pajnk schingga \\/ajih Pajnk tidak rnnmpu 
mcmenuhi kcwajiban pclunasnn Pnjnk pndn wnktunyn. 

(5) Pernbcrian fasilitas nngsuran ntnu pcnundann pcrnbayaran Pajak 
tcrutang atau Utang Pajnk sebagairnann dirnaksud pndn nyat (4) dapat 
diberikan Bupati bcrdasarkan pcrmohonnn Wojib Pajak yang ditctapkan 
dalam keputusan Bupati. 

(6) Dalam pernberian fasilitas nngsuran ntau penundaan pembayaran Pajak 
terutang sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), Bupati mcmperhatikan 
kepatuhan Wajib Pajak dalarn pcmbayarnn Pajak nclarna 2 (dun) tahun 
tcrakhir. 

(7) Keputusan Bupati atas pcrmohonnn Wajib Pajak scbagairnana dirnaksud 
pada ayat (5), dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak clan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; 
a tau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama 
diberikan untukjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(9) Pcmbayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak 
yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (no! koma enam pcrseratus) 
per bulan dari jurnlah Pajak-yang masih harus dibayar, untuk jangka 
waktu paling lama 24. (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan . 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. - 

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 
meliputi: · 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau 
d. wabah pcnyakit. .· .~ 
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Pasal89 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau 

Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPQ, SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 

Bagian Kedua Belas 
Pembetulan dan Pcmbatalan Ketetapan 

·· '> Pasal 88 
( 1) Setelah meinpertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan 

oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 87 ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan 
secara lengkap. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; 
a tau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bu Ian scbagaimana dimaksud pada ayat 

(I) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, 
pennohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, surat 
keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau surat 
keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus ditcrbitkan 
paling lama I (satu) bulan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
berakhir. 

(4) Tcrhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan 
pcrrnohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. 

f. dilarnpiri fotokopi SPTPD, Sl,PD, SKPDh:B, Sl<PDKBT, atau STPD 
yang dimohonkan untuk dinngsur ntnu ditundn pcmbayarannyn: 

g. disertai dcngnn pcnghitungnn: 
1. jurnlah pcmbnynran pajnk yang climohon untuk clinngsur, mnsa 

angsurnn, dnn bcsnrnyn nngsumn; ntnu 
2. jumlah pernbayarnn pnjnk yang dimohon untuk ditundn dan 

jnngka waktu pcnundnnn; 
h. dilarnpiri dokumcn pendukung sebngni bcrikut: 

1. Iotokopi NP\VPD; 
2. fotokopi idcntitas Wnjib Pajak; dnn 
3. fotokopi idcntitas Kuasa Wajib Pajak datam hat dikuasakan; 

(2) surat perrnohonan ditandatangani olch Wajib Pajak, dan dalarn hat surat 
pcrmohonan ditnndatangani olch bukan Wajib Pajak harus dilampiri 
dcngan Surat Kuasa. 

(3) Pcrmohonan pembcrian angsuran atau pcnundaan pcmbayaran pajak 
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dianggap bukan scbagai permohonan pernberian angsuran atau 
penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan, 
dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis 
disertai alasan yang-rnendasari dalarn jangka waktu paling lama 5 (lirna) 
hari kerja terhitung .. sejak permohonan tersebut diterima. . . ·~ - .. - _: .. - 
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Pasal90 
( J) Permohonan pcmbetulan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 89 ayat ( 1) 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat pennohonan secara tcrtulis dalarn bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk I (satu) surat ketetapan pajak, STPD, 

atau surat keputusan Jain Yfil!,g terkait dengan bidang perpajakan; 
c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait 
dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa waktu tcrsebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; 

e. wajib Pajak tidak mengajukan kcberatan, mcngajukan keberatan 
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kernudian 
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang 
dimohonkan pembetulan; 

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan 
Iain yang terkait · dengan bidang perpajakan yang diajukan 
pembetulan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, clan fotokopi identitas Kuasa 

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

kekeliruari penerapan ketcntuan tertentu dnlam pcraturan perundang­ 
undangan perpajakan Dacrah. 
Pcrnbetulan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) ditctapknn dalarn 
Surat Keputusan Pernbctulan. 
Dalam hal pcmbctulan didasarkan alas permohonan Wnjib Pajak 
sebagaimana dirnaksud padn nyat (I). Bupnti ntnu Kcpaln Bapcnda 
menindaklanjuti pcrmolionan tcrscbut dcngan mclnkuknn pcnelitian 
terhadap pcrmohonan .\Vnjib Pajak. . · 
Dalam rangka-pcnclitian sebagnimnna dirnaksud padn nynt (3), Bupati 
atau Kepala Bapcnda dapat mcminta data, infonnnsi, dan/etau 
kcterangan yang dipcrlukan. 
Dalam hal pembctulan didasarkan alas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bnpcnda wajib 
menerbitkan Surat Keputusan Pcrnbctulan scbagairnana dirnaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
surat pennohonan pembctulan diterirna. 
Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
berisi keputusan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan 

kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, 
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun · sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
Pajak; atau 

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Perneriksaan maupun 
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tcrlampaui 
dan Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan 
pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai 
dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 

(2) 

(3) 
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Pasal93 
Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat 
keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan 
pernbetulan, harus dibayar daiam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak diterbitkan Surat K~p_u~u_sa~pemb~tu!an. 

. _ _ .Bagian Ketiga Belas 
:: ... Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 94 
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Bapenda. 
(2) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling Jama 12 [dua 

belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3) 

(2) 

· Pasal 92 
Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan 
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat ( J) dalam ha] 
telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum 
diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak. 
Dalam hal Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat 
ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas 
surat ketetapan pajak yang dibetulkan secarajabatan tersebut. 
Pengajuan Keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim 
Surat I<eputusan Pembetulan. 

( 1) 

(2) 

( 1) 

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa 
surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang 
terkait dengan bidang perpajakan tidak benar; 

b. surat permohonan ditandatangani olch Wajib Pajak, dan dalarn hal 
surat pcrmohonan ditandatangani olch bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kumm. 

Tanggal pcnerirnaan pcrmohonnn ynng tclah dinyatakan lengkap mcnjadi 
dasar untuk memproses penyelesaian pcmbetulnn. 
Dalam hal pcrmohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti 
pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang 
permohonan dinyatakan lengkap. 

Pasal91 
Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi pcrsyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (I) dianggap bukan sebagai 
pengajuan perrnohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan 
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai 
alasan yang rnendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima. 
Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat 
mengajukan pernbetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (I) huruf d. 

(2) 

(3) 

.­ . ·-· 
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(2) 

Pasal 96 
Permohonan pengembalian kclebihan pembayaran pajak yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) 
dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dibcritahukan 
secara tertulis discrtai alasan yang mendasari clalam jangka waktu 
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 
permohonan diterima. 
Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak 
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

(1} 

(3) 

(2) 

Pasal 95 
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana 
dirnaksud pada Pasal 94 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. diajukan kepada Bupati ~tau.Kepala Bapenda; 
c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi; _ 
d. menyertakan nomor; rekening bank atas nama Wajib Pajak; 
e. dalarn hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, 

disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang 
atas nama Wajib Pajak; 

f. dilampiri dokumen peridukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa 

Wajib Pajak dalam.hal dikuasakan; dan 
2. fotokopi suratketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan 

lain .. Y.ai:ig· terkait dengan "bidang perpajakan, yang terkait 
.derigarrkelebihan pembayaran pajak. 

g: surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

Tanggal pencrimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 
dasar untuk memproses permohonan pengcmbalian kelebihan 
pembayaran. 
Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti 
pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang 
permohonan dinyatakan lengkap. 

( 1) 

(6) 

(5) 

(~) 

A~abila j_angka wakt~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telnh 
dilampaui dan Bupati atau l(epala Bapenda tidak mernbcrikan suntu 
keputusan, permohonan pcngernbalinn pcmbaynmn Pajak dinnggap 
dikabulkan dan Sl<PDLB harus ditcrbitkan dalnm jangkn wnktu paling 
Jama I (satu) bulan, 
Apabila Wajib Pajak mcmpunyni Utnng Pnjnk lninn ·n. kclchihnn 
pcmbayaran Pajak sebagairnnnn dimaksud pndn nynt ( 11 lnngsung 
diperhitungkan untuk rnclunasi tcrlebih dahulu Utrmc Pnjnk lninnya. 
Pengembalian kelcbihnn pernbnynrnn Pajnk scbagnimnnn dirnaksud pndn 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dun) bulnn scjak 
diterbitkannya Sl<PDLB. . 
Jika pcngembalian kelebihan pernbayaran Pajak dilakukan sctclnh Lcwat 
2 (dua) bulan, Bupati atau Kejiala Bapcnda memberikan imbalan bunga 
sebesar 0,6 % [nol korna enam perscratus) per bulan atas kctcrlambntan 
pernbaynran kclcbihan pembayaran Pajak. 

(3) 
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. Pasal 100 
( 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada 

Bupati atau Kepala Perang'c=t Daerah untuk mendapatkan jasa 
pelayanan. 

(2) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir 
pendaftaran. 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi 

- 
. . . .: Pasal 99 

(1) Jenis RetribusiDaerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri 
atas: 
a., Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 
dipungut meliputi: 
a. Pelayanan kcsehatan; 
b. Pelayanan kebersihan; dan 
c. Pclayanan pasar. 

(3) Rctribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yang 
dipungut meliputi: 
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, 

dan tempat kegiatan usaha lainnya; 
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 
c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 
d. pelayanan rumah pemotongan hewan temak; 
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
f. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan 
g. pcrnanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyclenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optirnalisasi 
aset Daerah dengan tidak mengubah status kepernilikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c berupa persetujuan bangunan gedung. 

BAB III 
RETRIBUSJ DAERAH 

Pasal 98 
Dalarn ha! pcngcrnbalian kclebihan pcmbayaran pajak disclcsaiknn dcngan 
kompcnsasi untuk utang pajak dan/atau pajak ynng akan tcrutang atas 
narna Wajib Pajak, Kcpala Bapenda melakukan pernindahbukuan. 

kclebihnn pcrnbnynrnn pajnk 
95 nynt (I), hnrus dilakukan 

Pnsnl97 
pcngcmbnlinn 

dnlnrn Pasnl 
Tcrhndnp pcrmohonnn 
scbagnimnna dirnnksud 
Perneriksaan. 

pcmbayaran pajak kcmbali scpnnjnng mcmcnuhi persyaratan 
sebagairnann dimnksud dnlnm Pnsnl 95 nynt (I). 
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Pasal 103 
( 1) Pen eta pan retribusi dilakukan dengan menggunakan: 

a. SKRD; atau 
b. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak 

maupun dokumen elektronik. 
(2) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: - 
a. Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib 

Retribusi menghitung dan menetapkan besamya retribusi yang 
terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah; dan 

b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagairnana dirnaksud 
pada huruf a, Pcrangkat Daerah menetapkan retribusi terutang 
dengan menerbitkan SK~b. dengan rincian scbagai berikut: 

l. Lembar kesatu nntuk Wajib-Retribusi; . - - , 
·. ·- ··-· r 

Bagian Kedua 
Penetapan Retribusi 

Pasal 102 
( 1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) wajib 

dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periodc tertentu. 
(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Perangkat Daerah. · 

Pasal 101 
(1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pendaftaran dan pendataan 

terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah rnaupun di 
luar daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah. 

(2) Pcndaftaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) rnerupakan rangkaian 
kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang 
mendaftarkan dirinya atau didaftar bcrdasarkan penyaringan menjadi 
Wajib Rctribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan. 

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal 
tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan 
objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu. 

(4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan penatausahaan, berdasarkan wilayah lokasi 
dan/atau domisili usaha. 

(3) Formulir pcndaftaran sebagaimann dimaksud pada ayat (2) disediakan 
secara manual dan/atau _clektronik rnclalui aplikasi yang disediakan 
oleh Perangkat Daerah. _. -~ ._ 

(4) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani fonnulir pendaftaran 
sebagairnana ~ill)~ksud·_·pada ayat (2) dcngan jclas, lcngkap dan bcnar 
serta mclampirkan dokumcn yang di pcrsyaratkan. 

(5) Dokurnen ·yang di persyaratkan sebagnimana dirnaksud pada aynt (2) 
tcrdiri dari : 
a. fotokopi identitas diri; 
b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; 

dan/atau 
c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait. 

(6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Perangkat 
Daerah terkait. 
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Bagian Ketiga 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 105 
Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf 
b antara lain: 
a. karcis; 
b. kupon; 
c. kartu langganan; 
d. surat perjanjian; 
e. surat pemberitahuan pernbayaran dari aplikasi pelayanan atau 

perizinan elektronik; atau 
f. nota penetapan. 

Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui 
Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan 
retribusi. 
Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat: 
a. logo Pemerintah Daerah; . 
b. narna Perangkat Daerah pernungut retribusi; 
c. nomor dan seri; 
d. nilai nominal; 
e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal 

Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan 
retribusi; dan 

f. kode sebagai alat pengarnan. 
Sarana pemungut retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, huruf b, dan hurufv c.> dinyatakan sah penggunaannya setelah 
diberikan tanda atau ·sejenisnya berupa perforasi oleh Bapenda atau 
legalisasi oleh Perangkat-Daerah. · 
Setiap Perangkat Dacrah pcmungut retribusi harus mengajukan 
pennohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan 
tersebut harus memuat paling sedikit: 
a. jenis dan jurnlah sarana pemungutan yang diperlukan; 
b. nilai nominal; 
c. nomor dan seri; dan 
d. keterangan lain bila dianggap perlu. 
Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi · 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada 
Perangkat Daerah. 

( l) 

Pnsal I 04 
Dalam hat dilakukan perncriksaan ulnng, tcrnyatn Wajib Retribusi tidak 
mengajukan perrnohonan pelaynnnn scsuai dcngan kctcntuan peraturan 
perundang-undangan dan diternuknn dnta baru dan/atau dntn ynng scrnula 
belum tcrungkap, rnaka Pcrangknt Dncrah mengeluarknn kcmbali Sl<RD 
dcngan ketcrangan tambahan atas objck rctribusi yang sama. 

huruf a, harus 
selaku pemungut 

2. Lcmbar kedun untuk Pcrangkat Dacrah: dan 
3. Lembar ketiga untuk Arsip. 

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Kepala Pcrangkat Dacrah 
retribusi. 

(3) 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan 
~ CarrrScanner" 

Pasal 107 
( 1) Pembayaran retribusi yang pcnetapannya - melalui SKRD dapat 

dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai 
berikut: ' 
a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan Sl<RD yang 

telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah; 
b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian scbagai berikut: 

1. lembar kesatu, lernbar kedua, lembar ketiga, disarnpaikan 
kepada W~jib -Retribusi-: sebagai alat untuk membayar 
retribusi; dan ' .·~ · 

2. lernbar, keernpat pertinggal -pada Perangkat Daerah pemungut 
.retribusiyang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran. 

c. SSRD 'yang diterbitkan oleh petugas pemungut sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi 
melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke 
Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh 
tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan 
SKRD; 

d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf c pada hari libur, pembayaran paling lam bat dilakukan · 
pada hari kerja berikutnya; 

e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang 
wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani 
oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan 
dengan rincian: 
1. Lembar kesatu untuk Wajib Retribusi scbagai bukti 

pembayaran; 
2. Lembar kedua untuk Bank Pcnerima/Tempat Penerima 

Pembayaran; dan 
3. Lembar ketiga untuk Perangkat Daerah. 

f. Bank Penerima wajib menyarnpaikan lembar ketiga SSRD kepada 
Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan 

g. Perangkat Daerah wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD 
sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pernungut pada 
Perangkat Daerah, Petugas Pernungut wajib menyetorkan pembayaran 

Pasal 106 
{ 1) Wajib Retribusi melakukan pcrnbayaran Rctribusi terutang yang 

ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) Ice kas Daerah atau 
melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pcmungut. 

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pernungut scbngaimana dirnaksud 
pada ayat (I) menyetorkan seluruh pencrimann Rctribusi yang dipungut 
ke kas Daerah sesuoi dcngan kctcntunn pcraturan pcrundang­ 
undangan. 

(3) Dalam ha! Retribusi dipungut atas pelayannn yang diberikan olch BLUD, 
pcrnbayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disctorkan kc rckening kas 
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan. 

(5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. 

Pcrnbayaran 
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Pasal 111 
( 1) Perangkat Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib 

Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctelah jatuh tempo 
pernbayaran dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kcwajiban 

Pasal 110 
(1) Perangkat Daerah wajib melakukan penagihan retribusi terhadap Wajib 

Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Perangkat Daerah menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak 
atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang tclah 
ditetapkan dalam SKRD. 

(3) STRD sebagairnan dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi 
bunga sebesar 1 % (satu perseratus) per bu Ian dari Retribusi terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pernbayaran, untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh ernpat] bulan. 

Bagian Keernpat 
Penagihan Retribusi Terutang 

Pasal 109 
( 1) Dalam ha! pembayaran retribusi dcngan rncnggunakan dokumcn lain 

yang dipersamakan scbagaimnna dimnksud dalarn Pasal 106 nyat (1) 
melalui Petugas Pcmungut Pcrangkat Dacrah dilaksannkan sebagai 
berikut: 
a. \Vajib Retribusi membayar rctribusi tcrutang scsuai dcngan nilai 

nominal yang. tcrcanturn dalam dokurnen yang dipcrsarnaknn 
kcpada Petugas Pernungut Perangkat Dacrah; 

b. Petugas Pernungut Perangkat Daerah wajib mernberikan dokumen 
yang ···,dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda 
pernbayaran retribusi; 

c: Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib 
Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi 
sebagairnana dirnaksud pada huruf b; 

d. Petugas Pemungut Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada 
Bank Penerima; dan 

e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi scbagaimana dimaksud 
pada huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Perangkat Daerah 
paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat 
diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi. 

(2) Dalam hal · pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, 
penyetoran hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja 
beriku tnya. 

Pasal 108 
Perangkat Daerah mernberikan jasa pclayanan apabila Wajib rctribusi telah 
mernberikan bukti pernbayaran SSRD yang telah dibayar tunas. 

ke Bank Penerimaan paling lambat I x 24 jam sejak pencrirnaan 
diterima. 
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Pasal 114 
( 1) Bentuk kerja sama .. pernjmgutan .retribu si dituangkan dalam bentuk 

perjanjian kerja sama.. ·. 
(2) Apabila para pihak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menerima, 

rencana --~~rja·- .. ~ama tersebut dapat ditingkatkan dengan mernbuat 
kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjnnjian kerja sama 
y~ng paling sedikit mcmuat: 

Pasal 113 
Pihak yang rnenjadi 'subjek" kerja sama dalarn ~erja sama pernungutan . 
retribusi daerah adalah: 
a. Kepala Perangkat Daerah; dan 
b. Pihak Ketiga. · 

Pasal I 12 
(1) Pernerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan 

pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi. 
(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan. 
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
pertimbangan efisiensi dan efcktivitas Pemungutan Retribusi dengan 
tidak menambah beban Wajib Retribusi. 

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan olch pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disetor ke rekening kas umum daerah secara 
bruto. 

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

Bagian Kelirna 
Pernungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

-· -~ 
pernbayaran retribusi tcrutang, Perangkat Daerah wajib mcnyarnpaikan 
Surat Teguran .. _·: · . · ·. · 

(3) Waj_ib Retribiisi- .: ,,•ajib mclunasi rctribusi terutang paling lama 7 (tujuh) 
han setelah tanggal Surat Tcguran ditcrbitkan scbagaimana dimaksud 
pacla ayat (2). 

(4) Apabila Wajib Retribusi belum mclunasi rctribusi tcrutang dalarn jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran disampaikan, 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi 
administratif berupa: 
a. Pembatalan atau pcncabutan izin untuk retribusi perizinan tertentu; 

dan/atau 
b. Pcnghentian layanan tcrhadap Wajib Retribusi. 

(5) Penerbitan Surat Pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan Surat Teguran scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan rincian scbagai bcrikut: 
a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan 
b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah. 

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai 
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib 
Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 117 
Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

( 1) 

Bagian Ketujuh 
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi 

Pasal 116 
( 1) DaJam pelaksanaan Pemeriksaan scbagairnana dimaksud dalam Pasal 

115, Wajib Retribusi-wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, · 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan · Perneriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 

115, Wajib Retribusi yang diperiksa bcrhak: 
a. mernintav identitas · dan bukt: · penugasan Perneriksaan kepada 

pemeriksa; '> 
b. merninta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 

· alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan 

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 
(3) Dalam hat Wajib Rctribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara 
jabatan. 

Pas:i.1115 
( l) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah berwcnang melakukan 

Perneriksaan untuk menguji kcpatuhan pemenuhan kcwajiban Rctribusi 
dan tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Retribusi, 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan Jain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan paling sedikit untuk: 
a. penyelesaian permohonankeberatan Wajib Retribusi; 
b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang 
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

Bagian Kccnam 
Pemeriksaan Retribusi 

1 · subjek kerja sama; 
2. objek kerja sama; 
3. ruang lingkup kerja sama; 
4. hak dan kewajiban para pihak; 
5. jangka waktu kerja sama; 
6. pengakhiran kerja sama; 
7. kcadaan mernaksa: dan 
8. penyelesaian perselisihan. 
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Pasal 122 
Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran ·Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

( 1 I 

(4) 

(2) 

(3) 

Pasal 121 
Bupati a tau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterirna harus memberi 
kcputusan atas kcberatan yang diajukan olch Wajil> Retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dengan menerbitkan 
surat keputusan keberatan. · 
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksucf pada ayat (1), 
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan. 
Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah 
besarnya Retribusi yang terutang. 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tcrsebut dianggap diterima 
seluruhnya. 

( I) 

(5) 

(4) 

(2) 

(3) 

Pasal 120 
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Kepada Bupati 
atau Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen Jain yang 
dipersamakan. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan yangjelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD dikirirn, kecuali jika Wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan kahar. 
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 
d. wabah penyakit. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
dan pelaksanaan Penagihan Retribusi. 

( 1) 

Bagian Kesembilan 
Keberatan Retribusi 

(3) 

(2) 

Pasal 119 
Berdasarkan laporan hasil pcngkajian adrninistrasi dnn penelitian 
lapangan oleh tim, Perangkat Daerah mcnyusun daftnr usulan 
penghapusan piutang rctribusi untuk di sarnpaikan kcparla Bupati 
melalui Kepala Perangkat Dacrah. 
Usulan penghapusan retribusi scbagairnana dimaksud padn aynt ( I J 
harus terlebih dahulu direviuw .oleh instansi tcrkait dan hasilnya 
dilaporkan dalam berita acara reviuw .' 

Berdasarka~ .b.eriti,i aca;~ hasil re~i~~; sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(2) ditetapkaii dengan keputusan Bupati tentang penghapusan piutang 
retribusi. ' 

( 1) 

1. alasan penghapusan piutang retribusi; dan 
j. keterangan hasi] penelitian administrasi dan penelitian lapnngan. 
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Pasal 123 
( 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pclaku usaha di daerahnya. 
(2) lnsentif fiskal sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) berupa 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas 
pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 

(3) lnsentif fiskal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 
permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan olch Bupati 
berdasarkan pertimbangan: 
a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; 
b. untuk. mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra 

mikro; 
c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 

program prioritas Daerah; dan/ atau 
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional. 
e. untuk mendukung kebijakan Pernerintah Daerah dalam mencapai 

Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah. 
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak 
selama 2 (dua) tahun terakhir; 

b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Rctribusi terhadap 

perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang 
bersangkutan; 

d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan 
masyarakat; 

e. menyerap tenaga kerja; 
f. bermitra dengari usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau 
g. melakukan kegiatan usaha sesuai .dengan program prioritas daerah; 

(6) Pernberian insentif fiskal kepada _W_ajjb Retribusi pelaku usaha mikro 
dan ultra mikro sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan 
sesuai dengan 'kritcria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, mcnengah, dnn 
koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada \Vajib Rctribusi sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang 
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

Paragraf 1 
Insentif fiskal Retribusi 

Bagian J<cscpuluh 
Pengurangan, Keringanan, Pembcbasan, Pcnghapusan atau Pcnundoan 

Pernbayaran atas Pokok Rctribusi, dan/atnu Sanksinyn 

sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dihitung dari 
Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua bclas) bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung scjak 
bulan pelunasan sampai dcngan diterbitkannya SKRDLB. 

·, 

... ~ -· -· 
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. . .·.. · Pasal-126- 
( 1) Permohonan.p~mberian· pengurangan, keringanan, dan pembebasan, 

atau · pcnghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, 
sebagaimana diinaksud dalam Pasal 125 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STRD, SKRD; 
c. diajukan kepada Bupati atau Kcpala Perangkat daerah; 
d. wajib retribusi tidak rncngajukan kcberatan, mengajukan kcberatan 

tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian · 
mencabut keberatannya; 

e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan; 
f. · dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

l. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas Kuasa 
Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; 

2. fotokopi bukti pendul..mg ainnya; 
g. surat permohonan ditandatangarn olch Wajib Rctribusi, dan dalarr. 

ha) surat permohonan ditandatangani olch bukan WajilJ Rctriuusi 
harus clilampiri dengan surat kuasa. 

-- ...... -· _..,, ·- 

(3) 

(2) 

Pasal 125 
Bupati atau KcpaJa Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, 
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pernbayaran atas pokok 
dan/atau sanksi Retribusi dengan mernperhatikan kondisi Wajib 
Retribusi dan/atau objek Retribusi. 
Kondisi Wajib Retribusi-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat 
likuiditas Wajib Retribusi. 
Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit berupa lahan pertanian yang sangat tcrbatas, tanah dan 
Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek 
Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, 
dan/atau kerusuhan. · 

( 1) 

Paragraf 2 
Pcmberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembcbasan 

(2) 

Pasal 124 
Dalam hal pcmberian insentif fiskal schagnimana dirnaksud dnlam Pasal 
123 ayat (I) merupakan perrnohonnn Wajib Rctribusi, npabiln dipcrluknn 
Bupati atau Kcpala Pcrangkat Dacrah yang ditunjuk dapat rnclakuknn 
Pcmeriksaan Retribusi u n tu k I ujuan lain scbngaimnnn di muk nud cJ nlnrn 
Pasal I 15 ayat (I). 
Perneriksaan Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) bcrtujuan 
untuk memastikan bahwa Wajib Wajib Retribusi yang mengajukan 
permohonan insentif liskal berhak untuk menerima inscntif fiskal scsuai 
dengan pertirnbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
123 ayat (3) dan ayat (5). 

{ 1 ) 

Pemberian insentif fiskal sebagairnana dimaksud pndn nyat ( 1) 
diberitahukan kepada DPRD. 
Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) 
disertai dengan pertirnbangan Bupati dalam rncmberikan insentif fisknl. 

(8) 

(9) 
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Pasal 128 

Bagian Kescbelas 
Kelebihan Pembayaran Retribusi 

(7) 

(6J 

(SJ 

(3J 

(4) 

(2) 

. _ _ ... . Pasal 127 
Dalam ha! Wajib. 'retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar 
retribu si. yang .ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan 
pernbayaran angsuran kepada Kepala Perangkat Daerah. 
Permohonan pembayaran angsuran sebagaiman dimaksud pada ayat 
(1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo 
pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J ditolak,. 
Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan penolakan angsuran. 
Dalam hal permohonan sebagaimana dirnaksud pada nyat (2) 
disetujui, Kepala Perangkat Dacrah menerbitkan keputusan persetujuan 
angsuran. 
Kcputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran untuk waktu 
paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD. 
Atas dasar keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (SJ Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat 
pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran. 
Perangkat Daerah berdasarkan surat pemyataan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (6) menerbitkan SPARD dalarn rangkap 4 (empat) 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Lembar kesatu disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk 

membayar retribusi; dan 
b. Lembar kedua pertinggal pada Perangkat Daerah sebagai alat 

kendali pembayaran. 

( 1 J 

Paragraf 3 
Penundaan Pembayaran Retribusi 

(9J 

(8) 

(7) 

Atas perrnohonan pengurangan, keringanan, dan pernbebasan , atau 
penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, Kepala 
Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian 
mengenai berkas permohonan . dan kelengkapannya sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (lJ. 
Kepala Pcrangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan 
pertirnbangan dan rekornendasi atas permohonan pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, 
dan/atau sanksinya; 
Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3J, Bupat dapat mcmberikan pcngurangan dan keringanan pokok 
retribusi paling tinggi 50% (limn puluh perseratus] dan rncngeluarkan 
keputusan tentang perigurangan keringanan atau pcmbcbasan pokok 
retribusi. - 
Kepala Perangkat Daerah atas pertimbangan dan rekomendasi pejabat 
yang ditunjuk dapat rnemberikan pengurangan atau pembebasan sanksi 
retribusi/ denda administratif. 

(6J 
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Pasal 130 
(1) Petugas Pemungut Perangkat Daerah membukukan semua SKRD, 

dokumen lain yang dipcrsamakan, dan STRD menurut golongan, jenis 
dan ruang lingkup retribusi. 

(2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit: 
a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi; 
b. nomor dan tanggal SKRD; 
c. tanggal jatuh tempo; 
d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan 
e. jumlah pernbayaran. 

(3) Dokumen Jain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling 
sedikit: , · 

a. jenis retribusi dan nomor seri; 
b. tanggal pengembalian dari Bapcncla; 
c. tanggal penggunaan; 

Bagian Keduabelas 
Penatausahaan Dan Pelaporan Retribusi 

Pasal 129 
(1) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 128 ayat (1) diaju kan 

secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati 
atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud. 

(3) Dalam ha) berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) 
rangkap dengan rincian sebagai berikut: 
a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan 
b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah. 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala 
Perangkat Daerah. 

(2) Bupati atau Kepala Perangkat Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. -· -v ·~· 

(3) Apabila jangka waktu .. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati ·atau Kepala Pcrangkat Daerah tidak memberikan 
suatu keputusan, pcrmohonnn pcngcmbalian pcrnbayaran Retribusi 
dianggap dikabulkan clan SKRDLB harus diterbitkan dalarn jangka 
waktu paling lama I (satu] bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mcrnpunyai utang Rctribusi lainnya, kclebihan 
pernbayaran Retribusi scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling Jama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. · 

(6) Jika pengembalian kclebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah membcrikan 
imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol korna enam perseratus) per bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 
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. Pasal 132 
(1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional 

· pemungutan retribusi. 
(2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersarna dengan tim 

koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang 
pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

.· -~ Bagian Ketigabelas 
Koordiria si dan Pembinaan Teknis Operasional 

Pemungutan Retribusi 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 131 
Perangkat Daerah melaporkan penerirnaan rctribusi paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati Kolaka Utara 
melalui Kepala Bapenda dengan tcmbusan kepada inspcktorat dan 
badan keuangan dan aset daerah tcntang: 
a. jumlah ketetapan retrbusi beserta sanksi yang tercanturn dalam 

SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut: 
1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi; 
2. jenis retribusi; 
3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD; 
4. tanggal jatuh tempo; 
5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan 
6. jumlah pembayaran. 

b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut 
Perangkat Daerah berdasarkan dokumen Jain yang dipersamakan 
memuat rincian sebagai berikut: 
1. jenis retribusi; 
2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan 
3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas 

Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. 
Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui Bank 
Penerima, Bank tersebut harus rnelaporkan kepada Kepala Bapenda 
pada akhir hari kerja bersangkutan. 
Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya melaporkan.kcpada Bupati ten tang jumlah uang yang 
telah diterirna dari Bank.Peuerima. 
Petugas Pemungut Perangkat Daerah dengan diketahui clan 
ditandatangani Kepala Perangkat Dae rah menyampaikan 
pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut 
dengan menggunakan dokumen lain yang dipersarnakan kepada 
Buapati melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. · 

( 1) 

d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis retribusi dan nomor 
seri; 

e. nilai nominal; dan 
f: stok. 

(4) STRD dibukukan dengan mernuat paling scdikit: 
a. tanggal penerbitan STRD; 
b. nomor STRD; . 
c. · alamat objek dan subjek retribusi; dan 
d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif. 

.·. 

·, ... - ...... -· - 
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1 ~ 
NO UNIT/ I SATUAN KERJA 

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan, pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dcngan pencmpatannya dalarn Serita Dacrah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

Pasal 135 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 134 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku: 
l . Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang sistem dan 

Prosedur pengelolaan Pajak. 
2. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang pedoman 

tchnis pemungutan .pajakhiburan. 
3. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman 

tehnis pelaksanaan.pemungiitan "piijak hotel. 
4. Peraturan Bupati . nornor · 38 tahun 2015 tentang pedoman tehnis 

pelaksanaan -pernungutan pajak dan restoran 
5. Peraturan'Bupati nomor 38 tahun 2019 ten tang Tata cara pengelolaan 

pajak mineral bukan logam dan batuan 
6. Pcrtauran Bupati nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pcmamfaatan 

barang dalam bentuk sewa barang milik daerah 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

· Pasal 133 
{l) Bcntuk, isi, contoh, clan tata cara pcngisian formulir clan contoh 

dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak tercantum dalam 
Lampiran I yang rncrupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan 
Bupati ini. 

(2) Bentuk, isi, clan contoh forrnulir yang digunakan scbagai sarana 
pemungutan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(3) Pembinaan tcknis opcrasional pemungutan rctribusi dilaksanakan 
dengan memperhatikan standar operasional proscdur pclayanan yang 
berlaku di masing-rnasing Perangkat Daerah pemungut retribusi. 

(4) Kctentuan lebih lanjut mcngcnai standar opcrasional proscclur 
pernungutan retribusi di masiug-rnasing Pcrangkat Daerah sebagairnann 
dirnaksud pada ayat (3) ditctapknn dcngan Kcputusan Kcpala Pcrangkat 
Dae rah. 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan 

11 Carn'Scanner" 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan 
I} CamScanner" 

.... -· ·· ... ·, : . 

., ... ....... -· __,,...,, 

Namn Jclns: 
Tnnda. Tnngnn 

Lasusua, 

• Retribusi · ··· ········· 
• Retribusi .. 

/.:'---, PEi\lERll\"TAII lv\BUPATEN KOI..AKA"1JTARA Nomor Forrnulir ( ~'f/'7 BADAN PENDAPATAN_ DAERAJI . [ I I I I I I I I 
~. Al:imat : Komplcks Porknntornn l'EMUA Kol:ikn U1nrn 

FORMULIR PENDAFTARAN .. WAJID RETRJDUSI 
I Kcnada YTII 

···································································· .................................................................... 
Di .............................................................. . 

PERI IA TIAN: 
I. Hnrnp disi dalarn rnngkap 2 [dual ditulis dalarn huruf CETAK: 
2. Diberi CEKLIS pada kotak yang icrscdia untuk jawaban ynng dieriknn: 
3. Sctclsh Formulir Pcnd:iftarnn inl diisi dan dltand:i tangarrl, h:irap dlscrahk.nn kcmbnll 

Kcpnda DADAN PENDAPATAN DAERAII KAD.KOLAKA UTARA -Jalan ..................................... 
Lancsung nrau dikirim rnelalui Pos ····································································· 

DIS! OLEII SELEURUH WAJ!D RETR!DUSI/BADAN 
!. Narna Oadan/1\lcrk Usal : 
2. Alamat (Photo Copy Surat keterangan Domisili dilarnpirkan] 

• Jalan/Nomor : 
• RT/TW : 
• Kelurahan : 
· Kccamatan : 
• Kabupatcn/Kota : 
• Nornor Telpon : 
- Kode Pos I I I I I 

3. Surat lzin rang dimiliki (Photo Coov Surat lzin harap dilampirkanl 
- Surat Uzin Tcmpat Us: No ......................................... Tgl ..................................... 
- Surat lzin : No ........................................ Ti:1 .................................... 

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 

..;. ~fama Pemilik/P.::ngelola : 

5. Jabatan : 

G. Alnrnat Ternoat TinAA::tl : 
- Jalan/Nomor -· : - 
- IIT/RW : 

• Kelurahan : 
· Kccarnatan : 
• Kabupntcn/Kotn : 
· Nomor Telpon : 
- Kode Pos I I I I I 

7. Kcwajiban Rctribusi : • Rctribusi ...................................................... 

1. BENTU1', ISi, CONTOH DAN TATA CARA PENGISIAN f"ORMULIR DAN CONTOII DOKUMEN 

LMIPIRAN I 
PERATURAN BUPATI l<OLAKA UTARA 
NOMOR : TAIIUN 20024 
TANGGA: 
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( .•....•••••.••••..•...•.•••.•.•.•••••••.••.•••. 1 

Lasusua, . 
yang Menerimn 

: ·············································································· 
: ·············································································· 
: ·············································································· NPWPD 

Noma 
Alamat Mencrimn 

TANDA TE RIMA 
Nn Forrnulir: . 

l'otonj; t11,in1 ··············································· 

DIISI OLEH PETUGAS MEl'\ERJMi\ OIISI OLEH PRTUGAS PENCATATAN 0/\Ti\ 
Diterimn tanru:::tl 
Narna Jclas/NIP 
Tnndo. Tom:an 

No.moJclns/NIP: 

Tnndn Tangan 
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Perno hon, 

c. Fotocopy Kartu Kcluarga yang! tclah dilccal!~ir olch Kcpala _Din_as _kcpcndudukan dan catatan Sipil scbanyak 1 lcmbar; 

d. Fotocopy Tanda tcrim_a n!ipa~ u.in·g-·Scwa scbcsar palin~ srdikit sarna dengan bcsaran scwa scbanyak l lcmbar; 

Ocmikian ~~rmohonan ini disampaikan dan atas pcrhatiannya disampaikan trrima kasih. 

-: .· ·- -· _., scbanyak 1 lcmbar; 

Bcrsama ini mcneajukan pcrmohonan untuk rncnvewa Tcmpat Usaha bcrupa Los, Kios dan/atau Bcntuk Lain 

nya Milik Pcmcrintah Kabupaten Kolaka Utara dan saya berscdia/sanggup mcntaati kctcntuan yang berlaku. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini lampirkan persyartatan: 

a. Surat pcrnyataan bcrscdia mcntaati Kctcntuan bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 fembor; 

b. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Ca Ion Penyewa_ yang tetah dilcgalisir Kepala Dinas Kcpcndudukan dan catatan Sipil 

Agama 
Status Perkawinan 
Pckcrjaan 
tJo. Tip/Hp 

Ousun 
RT/RW 
Kcl/Ocsa 
Kecamatan 

Yang Bertanda Tancan Oobawah lni: 
N a m a 
Tempat/Tanggal L.1hir 
Jcnis Kclamin 
Ala mat 

KEP/1011 
Yth. Panltla Pcnycwa Tcmpat 

Usaha Millk l'cmerlntah 

Permohonan Sewa perih;il 

20 ... Lasusun, 

FORMAT CONTOH SURAT PERMOHONAN SEWA 

~- TATA CARA PENYEWMN TF:~IPAT USAIIA BF:RUP,\ I.OS. 1,IOS DAN/AT AU IIENTUK 1.AINNYA 
MILIK PEl\\ERINTAII 
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D Scsuai yJng dimilikl 3c•i tJndJ v pada KotJ~ 

NamJ Terang : 

Penyctor 

Diterirna Oleh 
PctueJs Icmpat Pcmbayaran 
Tanggal : 

Ruang Untuk TNaJn 
K;is Rei:istcr/Tanda tangan 

Petugas Penerima 

..................................... Tahun 

( ) 

Tanda Tangan : 

Ocngan Huruf 

Jumlah Setoran Rctribusi 

JENIS RETRIBUSI AYAT 
JUMlAlt 

(Rp) 

NoUrut Tahun MJsJ Retribusi 

D SKRO D STRO D 
:t:=r -y 

SKRDKt· D SK Pcmbctulan 

: . .. - - - 
D . D . ,.. SK KcbcratJn taln-taln - . . 

Mcnyctor Bcrdas.;irkan•) 

: D M M , .. 

Nuna 
A1,1mJt 

ltlP\VRD 

: ...... 

FORMULIR PCNOI\FTARAN 
WAJIO RETRIBlJSI 

SKRD 
( SURAT SCTORAtl RCTRIOUSI OACRAII) 

Tnhun - 

PEMERINTAH KABUPATEN KOL.AKA UTARA 
BADAN PENDAPATAN DAERAH · 
AIJmJt : Komnleks Perkantoran l'liMOA l<obk.1 lJt~r.1 

l. eentuk.lsi dJn Conte~ rormulir YJnG dii;unJkJn scbJGJI SJrana l'cmuni;utJn Rctrlbusl OacrJh 

LAMPIRAN II 
PERATURAN OUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR TAHUN 20024 
TA GGAL : 
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51 

(6) 

(7) 

(5) 

(4) 

· Pasal 118 
Piutang Retribusi yang tidak' murigkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan Penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
Penghapusan. ·p~litri'ng ·Rctribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati. 
Untuk mernastikan keadaan retribusi terutang yang tidak rnungkin 
ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilakukan kajian 
administratif dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah. 
Tim bertugas melakukan pengkajian administratif clan penelitian 
lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan 
penghapusan piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan 
piutang retribusi. 
Kepala Perangkat Daerah dapat rnelakukan koordinasi dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja untuk meminta Pcnyidik Pcgawai Negcri Sipil 
Retribusi dan .Jurusita mendampingi tim dalam melaksanakan tugas. 
Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat 
Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 
Hasil pengkajian dan penelitian tim disampaikan kcpada Bupati melalui 
Kepala Perangkat Dacrah dalam bentuk laporan tertulis yang paling 
sedikit memuat: 
a. nama wajib retribusi; 
b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi; 
c. nomor pokok wajib retribusi; 
d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan , surat 

kcputusan pcmbetulanj surnt kcputusan keberatany surnt kcputusan 
pcngurangan, pcnghapusan sariksi admirristrasi berupa bu nga clan/ 
atau dcnda; 

e. jenis retribusi; 
f. jumlah piutang retribusi; 
g. masa retribusi atau tahun retribusi; 
h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Kedelapan 
Penghapusan Piutang Retribusi 

(5) 

(4) 

(3) 

Retribusi, kecuali jika \Vajib Rctribusi melakukan tindak pidana di 
bidang Retribusi. 
Kcdaluwarsa Penagihan Rctribusi scbagairnnna dirnaksud padn ayat {I) 
tertangguh jika: 

a. ditcrbitkan Surat Tcguran: atnu 
b. tcrdapat pengakuan utnng Rctribusi dari Wajib RctrilJusi, baik 

langsung maupun tidak langsung, 
Dalam hal diterbitkan Surat Tcguran sebagairnann dirnaksud pnda ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung scjak tanggal ditcrimanya 
Surat Tcguran. 
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b merupakan \Vajib Retribusi dcngan kesadaran 
rnenyatakan masih mcmpunyai utang Retribusi dan belum rnclunasi 
kcpada Pemcrintah Daerah. 
Pcngakuan utang Rctribusi sccara tidak langsung scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
pcrmohonan angsuran atau pcnundaan pernbayaran clan permohonan 
kcbcratan oleh \Vajib Rerribusi. 

(2) 
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NIP. 
.......................................... 

.............................. Tahun .. 
Bendara Khusus Pcncrima 

Mengetahui. 

' 

JUMLAH JUMlAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 
NO AYAT URAIAN BULAN s/d Bulan s/d BULAN KET NO AYAT URAIAN DULAN s/d Bulan s/d BULAN KET 

INI YLL INI INI Yll INI 

PENEI\IMAAN UANG PENER!MAAN 

-- PEMERINTAtl . 
01\ERIIH TINGKAT .. 
JI.,,,_ . 

Tclp : ....... :·~'";7 .. ·.-· -· 

2. Bentuk taporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Liane 
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